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RINGKASAN

Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan th. 1997
restrukturisasi perusahaan (khususnya sektor perbankan) marak dibicarakan, dan
untuk membantu pelaksenaan restrukturisasi tersebut pemerintah mengeluarkan
berbagai macam kebijaksanaan, antara lain kebijaksanaan perpajakan tentang
restrukturisasi perusahaan. Kebijaksanaan perpajakan tersebut dikeluarkan datam
rangka menerapkan fungsi pajak sebagai alat pengatur. Keberhasilan penerapan
fiungsi pajak sebagai alat pengatur banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, untuk
mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan penerapan fungsi
pajak sebagai alat pengatur (khususnya dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi
perusahaan pada sektor perbankan), maka tesis ini akan mengkaji mengenai
kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan apa saja vang dikelnarkan pemerintah
dalam rangka menunjang pelaksanaan restrukturisasi perusahaan, apakah
kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan tersebut sudah sinkron secara vertikal dan
horisontal, bagaimana implementasinya pada sektor perbankan, serta fakfor-faktor
apa yang mempengaruhi keefektifan kebijaksanaan perpajakan tentang
restrukturisasi perusahaan khususnya pada sektor perbankan.

Kajian tersebut bertyjuan untuk mengetahui apakah kebijaksanaan
perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan yang dikeluarkan pemerintah
bermanfaat bagi perusahaan yang melakuken restrukfurisasi, menganalisis apakah
kebyaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan dalam rangka menunjang
pelaksanaan restrukiurigasi tersebut sudah sinkron secara vertikal maupun
horisontal, melihat pengaruh kebijaksanaan perpajakan temtang restrukturisasi
perusahaan setelah diimplementasikan pada sektor perbankan, dan mengetahui
faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas kebijaksanaan perpajakan tentang
restrukturigasi perusahaan khususnya pada sektor perbankan.

Metode penelifian yang dipergunzkan adalah yuridis normatif dan yuridis
empiriz mengingat obyek penelitian ini selain norma-norma hukum yang mengatur
mengenai restrukturisasi perusahaan juga implementasinya pada sektor perbankan.

Dari hasil penelitian dan analisis data diperoleh temuan-temnan sirategis
sebagai berikut : ,

1. Kebijaksanaan perpajakan tentang restrukfurisasi perusahaan yang dikeluarian
pemerintah adalah penggunaan nilai buku, saat pengakuan penghasilan atas
pengalihan hak atas tanah dan/atan bangunan, penghitungan besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25 dalam hal-hal tertentu, pengurangan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan, restrukturisasi utang, saat terutangnya pajak atas
penyerahan barang kena pajak, pajak masukan atas barang kena pajak, dan
penilaian kembali aktiva tetap. Berbagai kebijaksanaan tersebut sangat
bermanfaat bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi, tetapi apabila
dilihat dari isinya ada beberapa ketentuan yang memihak golongan-golongan
tertentu, karena fasilitas perpajakan lebih ditekankan pada pengusaha bermodal
besar, dan ada perlakuan khusus terhadap BUMN. Walaupun peraturan tersebut
akhirmya diganti tetapi sudah ada beberapa perusahaan yang menikmatinya.

2. Kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajskan yang dikeluarkan pemerintah dalam
rangka menunjang pelaksanaan restrukturisasi perusahaan sebagian besar sudah
sinkron secara vertikal maupun horisontal. Hanya ada beberapa yang tidak
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simkron, yaitu S.E. Dirjen. Pajak No. SE. 21/PJ.42/1999 dan Keputusan Dirjen.
Pajak No. KEP, 141/P1./1999 yang kemudian ditindaklanjuti dengan S.E.
Dirjen. Pajak No. SE. 27/PJ.42/1999 gerta Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.
28/PJ./1999 yang kemudian ditindaklanjuti dengan S.E. Dirjen. Pajak No. SE.
05/PJ.42/1999.

. Implementasi kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan pada

gektor perbankan memberikan dampak positif dalam bentuk terjadinya
peningkatan kesehatan bank.
Peningkatan kesehatan bank setelah melakukan restrukturisesi merpalean
dampak segera dari kebijaksanaan. Ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi dampak segera tersebut, yaitu : faktor intern, terdiri dari :
sumber daya manusia, modal, dan teknologi, serta faktor ekstern, yang terdiri
dari : stabilitas sosial, politik dan keamanan, sinkronisasi antara kebijaksanaan
fiskal dan moneter, serta pengawasan,

Dari hasil temuan strategis pada penelitian ini maka direkomendasikan hal-

hal sebagai berikut :

1.

[y

Agar kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah dapat mengakomodir
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi, maka perlu
adanya - penyempurnasn sistem informasi dalam analisis dan pembentukan
kebijaksanaan.

Agar tercapai sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal setiap produk
undang-undang yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus senantiasa dilihat
kaitannya dengan produk perundang-undangan yang telah ada.

Agar kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah efektif, maka kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang dibuat kemundian harus koordinatif dan diimplementasikan
secara simultan, holistik, serta komprehensif.
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ABSTRACT

Since Indonesia been aftack violently by economical crigis in mid 1997 th
company restructuring (specially banking sector) has been glowing to be discuss,
and to assist the implementation of that restructuring the government published some
kind of prudent regulation, such as tax regulation about company restructuring. The
tax regulation has been spell ont in order to apply the function of taxx as a control
device. The success of fimction tax applying as a control device highly influence by
other factors, to find out what factors that effecting the succes of function tax
applying as a control device (specially within the framework of implementation of
company restructuring in the banking sector), so this thesis will recite about any tax
regulations that has been published by the government in order to support the
company restructuring applying, were the tax regulations already synchronous
vertically and horizontally, how is the implementation in the banking sector, and
what factors that effect the effectiveness the tax regulation about company
restructuring specially in banking sector,

This recite have a purpose to find out is that the tax regulation about
company restructuring that have been published by the government have any
usefulness fo any company that carryimg out the restructuring, to analyst is that the
regulations that have been published in order to support the restructuring applying
have already synchronous vertically as well as horizontally, to see the influence of
tax regulation about company restructuring after have been implemented in banking
sector, and to find out what factors that effect the effectiveness of tax regulation
about company restructuring specially in banking sector.

The study method that have been use is standard juridical and empirical
Juridicial considering the object of this study beside the law norms that control
about company restructuring appropriate with the implementation in the banking
sector.

From the data analyst and study result obtained a strategic outcomes which
is:

1. Tax regulation about company restructuring that have been published by the
government were book value utilization, income inform time on right shifting on
land and/or structure, counting value of income tax paragraph 25 in any
circumstance, reducing tax achievement cost on land and structure, obligation
restructuring, tax obligation time on goods delivery that been subjected to tax,
input tax on goods that been subjected to tax, and revaluing permanent assets.
Various regulations are very usefil to any company that doing restructuring, but
if refer to the contents there are some certainty that choosing side specific
groups, because tax facilities more specifically for big financial capital
industrialist, and there is a special treatment for BUMN. Although that
regulation finally been replace but there are some company that already taking
benefit from it.

2. Tax regulation that have been published by the government in order to support
the company restructuring applying most of it are already synchronous vertically
as well as horizontally. Only some that not synchronous, that is S.E. Dirjen
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Pajak No. SE. 21/PJ42/1999 and Keputusan Dirjen. Pajak No. KEP.
141/P1.71999 that afterward been followcd by S.E. Dirjen. Pajak No. SE.
27/PJ.42/1999 and Keputusan Dirjen. Pajak No. KEP. 28/PJ./1999 that
afterward been followed by S.E. Dirjen. Pajak No. SE. 05/PJ.42/1999.
Tax regulations implementation about company restructuring in banking sector
gave positive impact in form of rising bank healthy.
The rising of bank healthy after doing restructuring make up immediate impact
from the regulation. There are some factors that could effect that immediate
impact, those are : intern factor, namely : human resources, financial capital and
tectmology, also extern factor, such as : social stability, politic and security,
synchronization between monetery and fiscal regulation, also obgarvation.

From those strategic outcomes result in these study then its recommended

things as follow :

1.

In order to regulations that been published by the government can be
accommodate problems that have been face by economic agent, so the
pertection of' the information system in analyst and regulation making is needed.

In order to obtained syncronization vertically as well ag horizontally in every
ordinance product that will be validation by the government must always be
seen the connection with the ordinance product that have already exist.

In order to regulation that been published by government to be effective, then
those regulation about to build must be coordinative and implemented
simultaneously, holistic, and comprehensive.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkembangan industri keuangan, khususnya sektor perbankan mengalami
peningkatan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi
informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang berdampak pada pergerakan arus
uang dalam segala bentuk. Kalan semula nang mempunyai fungsi utarna sebagai alat
pembayaran, saat ini uang telah menjadi salah satn barang dagangan. Uang
dipetjualbelikan dimana-mana. Volume dan mobilitas keuangan global mengejutkan
banyak pengamat. Pada tahun 1986 hanya kurang lebih 188 miliar US Dollar yang
tersalur melalui pedagang valuta di New York, London, dan Tokyo sétiap harinya.
Tetapi pada tahun 1995 perputaran harian telah mencapai hampir 1,2 trilyun US
Dollar . Globalisasi finansial tersebut menurut Mari Pangestu antara lain
disebabkan karena turunnya tingkat sukn bunga internasional pada awal tahun 1990-
an yang mendorong dana internasional untuk mencari penghasilan yang lebih besar
? Sektor perbankan yang tidak dapat dipisahkan dari komponen “uang” tersebut
menjadi sangat terpengaruh untuk selalu mengikuti gerak cepat dari pergerakan uang
itu sendiri Persaingan untuk menggapai bagian terbesar dari total “alat pembayaran’”
pada area dan situasi apapun menjadi sedemikian ketat, sehingga mereka harus

selalu berfikir dan bertindak untuk memanfaatkan “kesempatan” sekecil apapun.

) Kavaljit Singh, Memahami Globalisasi Keuangan Panduan Untuk Memperkuat Rakyat, Alih
Bahasa Qleh Frederik Rurma, Yakoma PGI, Jakarta, 1998, him. 7.

3 Mari Pangestu dalam Gunadi dalam Implikasi Pajek Dari Gejolak Moneter, Berita Pajak No.
13864/ Th X3XKI/1 Januari 1998, him. 38,
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Melalui berbagai paket deregulasi yang dikeluarkan pemerintah sektor
perbankan telah memasuki babak persaingan yang menentukan. Berbagai paket
deregulasi tersebut secara kronolologis dapat dikemukakan sebagai berikut
1. Kebijaksanaan Pemerintah Tanggal 1 Juni 1983.

Kebijaksanaan 1 Juni 1983 ini bertujuan untuk menggairahkan pengerahan
dana masyarakat. Kebijaksanaan tersebut antara lain berisi : 2
a. Penghapusan sistem pagn kredit dan mengurangi kredit likniditas,

b. Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat suku bunga deposito maupun suku
bunga pinjaman.

¢. Kebijakan moneter dengan Sertifikat Baunk Indonesia (SBI) dan penyediaan
fasilitas diskonto bagi bank-bank.

Dengan adanya kebijakan ini bank-bank diharapkan dapat ber'dperasi secara
profesional dengan persaingan yang sehat untuk menarik dana masyaralkat maupun
menyalurkan dana dalam bentuk kredit secara selektif untuk sektor produktif.

2. Kebijaksanaan Pemerintah Tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 88).

Latar belakang kebijaksanaan ini dilandasi oleh kebijaksanaan 1 Juni 1983
yang ternyata dapat menghimpun dana untuk investasi swasta. Selanjutnya pihak
swasta diharapkan partisipasinya yang lebih besar dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim yang memungkinkan bank-bank
beroperasi lebih efisien dan perluasan jaringan kantor bank.. Kebijaksanaan ini

meliputi : ?

 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, him. 2930,
“ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Paket Kebijaksanaan Keuangan, Moneter, dan
Perbankan 27 Oktober 1988, Antarkota, Jakarta, 1988, hlm, 15-20.
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Pendirian bank umum dan bank pembangunan swasta dibebaskan dengan
syarat mempunyai modal setor hanya sebesar 50 miliar rupiah,

Seluruh bank-bank nasional dapat membuka kantor cabangaya di seluruh
wilayah Indonesia asalkan memenuhi persyaratan 24 (dua puluh empat )
bulan terakhir tergolong sehat.

Perluagan kesempatan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan
memperiuas kewenangannya

Mempermudah pengakuan atau pemberian status kepada bank sebagai bank
devisa.

Mempermudah bank asing untuk membuka cabang-cabangnya di lima kota
besar, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Ujung
Pandang. |
Mempermudah pendirian bank-bank campuran (patungan) di lima kota besar

tersebut.

3. Kebijaksanaan Pemerintah Tanggal 25 Maret 1989.

Kebijaksansan ini merupakan pepyempurnaan Pakto 88 yang berisikan

tentang penyempurnaan pendirian BPR. Dalam kebtjaksanaan baru ini usaha BPR

tidak boleh menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak diperkenankan pindah

wilayah dan membuka kantor cabang, tidak perlu penyesnaian modal bagi BPR

baru tetapi disesuaikan dengan kebutuhan modal. BPR yang akan meningkatkan

usahanya untuk menjadi bank umum harus mempunyai modal Rp. 10 miliar 2,

) Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umurn, Bumi Aksara, Jakarta,

1999, him. 4.




4. Kebijaksanaan Pemerintah Tanggal 29 Januari 1990.

Latar belakang kebijaksanaan ini untuk mendukung pembangunan yang makin

efisien. Untuk itu perlu disempurnaken aturan tentang Kredit Likuiditas Bank

Indonesia (KLBI) yang jumlahnya masih relatif tinggi dan menyempurnakan

sistem perkreditan. Penyempurnaan tersebut meliputi :

a Mengurangi secara bertahap pemberian KLBL

b. KLBI diberikan secara terbatas untuk swasembada pangan (KUT),

C.

pengembangan koperasi (kredit koperasi KUD dan anggota koperasi primer)

dan peningkatan investasi (pembiayaan pembangunan) PIR trans, KPR yang

diberikan dengan maksimum sebesar Rp. 50 juta.

Jumlah kredit yang disediakan minimum 20 % disalurkan untuk usaha kecil

dan kegiatan koperatif dan produktif

5. Paket Februari 1991.

Inti kebijaksanaan ini meliputi beberapa aspek penting yang terdiri dari : ”

a). Penyempurnaan persyaratan perizinan, kepemilikan dan kepengurusan bank,

yang melipnti beberapa aspek :

-

Pemilik dan pengelola bank harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai
dengan tungsinya unfuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga
kegehatan sebuah bank harus diupayakan secara kontinyu sejak berdiri.
Pembukaan kator cabang atan perwakilan dan penyertasn bank di lnar
negeri.

Pendirian kantor bank.

% Thid, him. 6.

D hid.




- Persyaratan pembukaan kantor BPR dan merger.
b). Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (prudential
regulation) yang meliputi :

Permodalan bank.

]

- Jaminan pemberian kredit.

Kredit untuk pembelian saham dan pemilikan saham oleh bank.

Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atan Lega! Lending Limit.

Garansi Bank.

Hasil dari berbagai paket deregulasi tersebut dapat dilihat dari segi
peningkatan -aset, dana masyarakat yang dapat dihimpun, jumlah kredit, jumlah bank
dan cabang-cabangnya, serta laba perusahaan yang sangat pesat. Namun dibalik
keberhasilan itu ternyata masih dirasakan ada beberapa hal yang mengganguy.
Masalah modal, teknologi, kredit macet dan sumber daya manusia menjadi kedala
utama yang tidak kunjung terselesaikan ®. Sehingga dengan adanya krisis ekonomi
banyak bank yang terpaksa harus dilikuidasi, direkapitalisagi dan diambilalih,

Situasi ini akan menjadi bertambah berat manakala dihadapkan pada tekanan
menuju “free Market”. Komitmen perdagangan bebas yang tercetus melalui AFTA
tahun 2003, WTO tahun 2005, dan APEC tahun 2020 harus diantisipasi dengan
persiapan terpadu dari seluruh komponen baﬂgsa, artinya dalam menghadapi era
perdagangan bebas, pemerintah, masyarakat, dan pelaku-pelakun ekonomi harus

memodernisir atan  mendominasi serta  merevitalisasi makna  senasib

8} K esy Widjajanti, Merger dan Akuisisi, Sainteks Vol IV Vo, 4 September, Universitas Semarang,
1997, hlm. 133




sepenanggungan. Dengan perkataan lain, Indonesia sebagai sebuah incorporated *,
karena pada era tersebut jangkaunan kegiatan ekonomi tidak lagi terbatas pada suatu
negara, ekonomi nasional akan semakin terintegrasi ke dalam ekonomi global.
Sehingga hanya negara yang mempunyai keunggulan kompetitif vang akan dapat
memenangkan kompetisi global.

Pemerintah mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan iklim
ekonomi yang kondusif dan memupuk kemampuan bersaing dari perusahaan-
perusahaan nasional agar mereka tidak hanya menjadi “jago kandang” melainkan
memang Kinerjanya patut dibanggakan. Porter (1998) ' berpendapat bahwa
lingkungan nasional memainkan peranan pentiﬁg dalam suksesnya kompetisi suatu
bangsa dan perusahaan nasional di tengah persaingan global.

- Penciptaan rasa aman, kepastian hukum, dan jaminan keadilaﬁ menjadi 'tugas
utama pemerintah selain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalni
pendidikan yang lebih bermutu dan pelayanan kesehatan szecara prima. .Kondisi
kondusif semacam itu sangat krusial, karena menentukan daya saing bangsa yang
dicerminkan oleh produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam menghasilkan barang
dan jaga yang mampu bersaing di pasar domestik maupun giobal.

Dalam jangka pendek peningkatan daya saing ini antara lain dapat ditempuh
dengan meningkatkan efisiensi perekomomian melalui penghapusan berbagai
hambatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Beberapa

variabel yang diduga menyebabkan high cost economy diantaranya adalah, struktur

%) Tanri Abeng, Mernanajemeni Tantangan Global, dalam Dari Meja Tanri Abeng : Menaging atau
Chaos ?, Tantangzn Globalisasi dan Ketidak Pastian , Pustaka Sinar Herapan, Jakarta, 2000, hlm.
42.

19 Porter dalam Rohkmin Dahuri  dalam  Mengasah Daya Saing Bangsa Menuju
Globalisasi, Kompas 12 Maret 2001, hlm. 5.




perdagangan yang kurang l'neugunttmgkan, proteksi yang terlalu lama dan pungutan-
pungutan vang tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan produksi 'V,
Upaya penting yang harus dilakukan dalam menekan ekonomi biaya tinggi adaiah
melakukan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi.

Deregulasi adalah ussha untuk mengurangi atan menghilangkan regulasi
pengaturan, yang dapat dilakukan dengan cara : pengurangan sasaran, perlunakan
syarat, dan pengurangan sanksi atau hukuman. Langkah-langkah ini telzh sering
ditempuh oleb pemerintah, tetapi masih belum optimal karena dilakukan secara
parsial tidak komprehensif Sedangkan debirokratisasi adalah usaha untuk
mengurangi ‘dampak birokrasi yang tidak sehat dengan aspek terpenting yang jarang
mendapat perhatian yaitu kekuasaan Perlunya menekan arogansi keknasaan dari
pihak birokrasi dan sebagai gantinya adalah orientasi pada pel-ayanan kepada
pemakai (customer service) harus semakin ditingkatkan berikut adanya suatu
jaminan kualitas sesuai dengan standar-standar pemakai, serta memberikan
penghargaan dan hukuman kepada pihak-pihak vang terkait. Akhirnya semuz itu
harus dilakukan secara desentralisasi untuk mengurangi ketergantungan daerah
tefhadap pusat dan memacu birokrasi pemerintah daerah agar lebih mandiri 2 .

Dalam jangka yang lebih panjang mewujudkan pembagunan yang
berkesinambungan (sustainable development), untuk itu diperlukan peningkatan
produktivitas nasional secara terug-menerns. Paling tidak ada dua unsur utama yang
berpengaruh pada peningkatan produktifitas tersebuf, yaitu penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi (iptek) serta pengembangan sumber daya manusia.

'Y Miyasto, Sistern Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Guru
Besar Fakultas Ekonorni Universitas Diponegoro 6 Desember 1997, him. 32.




Dengan penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang andal, maka kemampuan
untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi dari sumber daya yang terbatas akan
semakin meningkat. Selain itu kedua unsur tersebut tidak mengalami “depresiasi”
dan justru makin berkembang dengan bertambahnya waktn, sehingga memungkinkan
pembangunan yang berkesinambungan '?. Sumber daya manusia yang menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor penentu keunggulan kompetitif
(competitive advantage) vang sangat diperlukan untuk memenangkan persaingan
pasar dalam era globalisasi.

Magyarakat harus memahami bahwa tidak semua bisnis itu kotor, bisnis
bahkan dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Persepsi yang keliru
tidak akan melahirkan dukungan yang diperlukan. Apalagi kalan dunia usaha
dianggap momok. Untuk itu diperlukan proses pendidikan {dalam arti luas dan
menyeluruh) tentang bisnis bagi masyarakat. Secara teknis hal itu tidak begitu sulit,
karena kita sudah punya jaringan televisi nasional, termasuk televisi khusus
pendidikan. Demikian juga media dan sarana pendidikan yang lain, semna harus
dimanfaatkan secara efektif

Dan pelaku eckonomi sebagal "elite strategis” '* dalam menjalankan
peranannya harus proaktif dan memandang perubahan sebagai sesuatu yang tidak

dapat dihindarkan. Pada saat itu pelakn ekonomi bukan banya sebagai aktor dari

'3 Djazoeli Sadhani, Peningkatan Efisiensi dan Upaya Menekan High Cost Economy dalam
Pelaksanaan Pembangunan Nasional, Berita Pajak No. 1398/Th 332G/ 1 Juli 1999, hlm. 28.

19 Rahardi Ramelan, Iptek, Industrialisasi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Landasan
Pembangunan Daya Saing Nasional Dalam Era Globalisasi, dalam Cardiyan HIS. (editor},
Menuju Indonesia Baru, PH, Jakarta, 1999, hlm. 174-175.

) 1ihat lebih jauh pandangan Serwono Kusumaatmadja dalam dialog “mencari format politik
masa depan” terhadap pelaku ekonomi sebagai elite strategis dalam Yaumil C. Agoes Achir,
Surmber Daya Manusia Tahun 2000, dalam Manajemen dalam Era Globalisasi, Riant Nogroho




private driven growth tetapi sekaligus adaptor perekonomian bangsa dengan ritme
globalisasi. Bagi pelaku ekonomi, tantangan yang sangat mendasar dari globalisasi
adalah bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan pendekatan yang
terintegrasi. Yang dilibatkan tidak saja strategi dan struktur badan usaha tapi juga
budaya perusahaan, manusia dengan pola pikir serta kemampuan, bahkan etika
bignig yang sesuai dengan ukuran dan standar global. Stephen Rhinesmith dalam
bukunya Globalization mengatakan : *?

“The Fundamental challenge of globalization is developing and

implementing and integrated approach that includes not only

corporate strategy and structure but also a global corporate
culture and people with global mindsets and competiencies”.

Apai)ila kita amati pelaku ekonomi di Indonesia masih dalam proses
penyesuaian dan berada pada tahap transisi. Proses ini tampaknya tefhambat oleh
kelemahan-kelemahan yang dipengaruhi oleh sejarah pertumb'uhan badan-badan
usaha di Indonesia serta perilaku dari pelakunya sendiri. Fenomena imi dapat
dilihat pada Koperasi, BUMN, dan Swasta sebagai pelaku utama ekonomi
nasional. Oleh karena itu mereka harus melakukan apa yang dikenal sebagai :
Reorientasi, Revitalisasi, dan Resfrukturisasi.

Reorientasi terutama menyangkut transformasi pola pikir protektif ke pasar
bebas, ketergantungan ke kemandirian, opportunistik ke enterpreneurial, orientasi

produksi ke marketing serta menejemen tradisional ke menejemen teknologi

modern.

Dwipowidjowijoto dan Marco P Sumampouw (penyuting), PT Elex Media Komputindo, Jakarta,
1997, hlm, 101

1) Tanri Abeng, Globalisasi Menuntut Transformasi Manajemen, Dari Meja Tanri Abeng,
Gagasan, Wawasan, Terapan, dan Renungan, Pustaka Sinar Haraparn, Jekarta, 1997, hlm. 3,
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Revitalisasi antara lain menyangkut formulasi bisnis secara strategis, seita
pengembangan sumber daya manusia khusuenya business leader yang tangguh,

Sedangkan restrukturisasi mencakup konsolidasi dan rasionalisasi pemilihan
spesialisasi atan core business dengan orientasi pasar yang luas dan mendalam,
intensifikasi dan bukannya ekstensifikasi, serta penguatan struktur permodalan 9.
Restrukhurigsast ini antara lain dapat dilé]mkan melalui tindakan penggabungan/
merger, peleburan/ konsolidasi dan pengambilatihan/ akuisisi perusahaan.

Restrukturisasi sebagai salah satu frend global telah terjadi di selwuﬁ
dunia. Perusahaan-perusahsan besar di Amerika Serikat kini menyadari bahwa
gelama ini mereka terlalu berorientasi pada pasar domestik. Padahal daya beli
pasar domestik terus menerus naik. Di sisi lain perdagangan luar negeri Amerika
Serikat femah dan defisit perdagangannya semakin membengkak, mereka harus lebih
agresif membuka pasar-pasar baru di luar negeri disamping memperkuat posisi
pasar dalam negerinya Namun dalam proses itu Amerika Serikat ditekan oleh
Jepang, Korea, Fropa dlsb, yang justru berbondong-bondong masuk ke pasar
" Amerika selain sebagai pesaing kuat dinegara lain.

Muncullah apa yang dinamakan “competitive alliance” yaitu bergabungnya
sejumlah pengusaha Amerika yang dulu saling berkeiahi mempersbutkan pasar.
Contoh terakhir adalah penggabungan antara the Chemical Bank dan Chase
Manhattan Bank. Mereka bersatu tidak hanya untuk menghadapi pesaing dari luar
negeri di arena pasar Amerika, tetapi juga dalam rangka competitive advantage

inereka di pasar internasional. Bisa dipahami jika competitive alliance tadi terjadi

19) Tantri Abeng, Penerapan Manajemen Moderen di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi,
dalam Op cit, hlm. 125
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tidak terutama antara yang besar dan kecil, tetapi antara sesama raksasa dan bahkan
terjadi cross bordes competitive alliance yait penggabungan usaha-usaha besar
dari negara-negara yang saling bersaing '”. Demikian juga di Jerman, merger antara
Deustche Bank dan Dresdner Bank yang diumumkan pada minggu pertama tahun
2000 menarik perhatian, karena kedna bank tersebut merupakan bank-bank yang
tertua, sehat, besar, dan saling bersaing di Jerman serta akan menjadi bank terbesar
di dunia dengan total aset US $ 1,2 triliun. Menurut Rolf Brever ' merger yang
dilakukan antara Deustche Bank dan Dresdner Bank merupakan langkah pertama
dari serangkaian langkah menuju daya saing dan ekspansi internasional. Sebelum
dapat memfokuskan dirinya lebih pada ekspansi secara internasional, suatu bank
perlu menancapkan kehadirannya di pasar dalam negeri. Tidak ada pemain global
yang sukses tetapi mempunyai suafu posisi yang lemah di pasar domestik.

Dengan kata lain, mereka bergabung untuk menemukan formula struktor
permodalan, pemasaran, dan manajemen yang lebih ramping dan lebih efisien, agar
mereka bisa bersaing secara efektif. Sebab mereka yang sebelumnya hanya terbiasa
dengan pasar domestik, tiba-tiba terjerembab dengan konsekuensi globalisasi.

Di Indonesia restrukturisasi perusahaan (khususnya merger) sebenarmya
sudah dianjurkan oleh pemerintah sejak tshun 1971 Hal ini dimaksudkan agar
perusahaan di Indonesia dapat tetap hidup berdampingan dengan modal-modal asing
yang berdatangan, karena dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967

tentang Penanaman Modal Asing banyak modal-modal asing masuk di Indonesia

'D Ivid, him. 112-113
1€ Rolf Breuer dalam Mucharor Djalil dalam Merger Rakap di Eropa, Majalah Infobank Edisi
- Maret No, 247/2000, hlm. 17.
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Masuknya modal asing di Indonesia diharapkan sebagai sarana kerja sama
dengan pihak Indonesia, sehingga dijumpai bentuk-benfuk kerjasama seperti joirnt
venture dan joint interprice.

Kerja sama dengan modal asing ini membawa banyak pengaiuh, baik vang
bersifat positif maupun negatif, artinya di satu pihak dapat memberikan keuntungan,
tetapi di lain pihak dapat pula memberikan pengaruh yang sebaliknya.

Dengan banyaknya modal asing masuwk di Indonesia, yang semula
diharapkan akan membawa iklim kerjasama yang baik antara modal-modal asing
dengan modal dalam negeri pada beberapa sektor perekonomian tidak dapat sebaik
dan selancar yang diharapkan pemerintah. Memang di beberapa sektor menunjukkan
manfaat seperti yang diharapkan, misalnya dalam bidang-bidang industri,
perkayuan, dan beberapa bidang yang lain. Tetapi pada sektor tertentu masuknya
modal asing itu tidak menciptakan suatu iklim kerjasama yang baik, bahkan
menimbulkan suatu masalah yang berkemungkinan mengakibatkan fatal bagi modal
dalam negeri, yaitu karena makin terdesaknya perusahaan-perusahaan swasta yang
bermodal “cukup” atan “kurang” oleh modal-modal raksasa yang datang dari luar.
Ada beberapa diantaranya gulung tikar sama sekali. Dalam hal ini sekior yang
paling berat mendapatkan pukulan adalah sekior-sektor perbankan dan
perasuransian (khususnya asuransi kerugian). Itulah sebabnya mengapa pemerintah
banyak memberikan perhatian dan dengan tegas menganjurkan mereka mengadakan
restrukturisasi (kbosusnya merger) agar di anfara mereka saling mengadakan
kerjasama, sehingga tetap dapat “bersaing” dengan perusahaan-perusahaan modal

asing.
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Khusus pada sektor asuransi jiwa, pemerintah memberikan suatu
perlindungan yang sangat bijaksana, yaitu tidak diperkenankan/tidak memberi
kesempatan kepada perusshan-perusahaan asuransi jiwa asing beroperasi di
daerah-dagrah ' |

Sedangkan pada sektor perbankan  pemerintah juga telah memberikan
berbagai insentif, antara lain :

1. peningkatan status menjadi bank devisa;

2. fasilitas keringanan pajak, hingga 50% dari ketentuan yang berlaku,

3. bebas bea meterai atas modal hasil merger; dan

4. keringanan pajak atas kenaikan deviden dan royalty nilai nominal saham
persero; serta angsuran pajak terutang.

Namun demikian anjuran tersebut belum memperiihatkah hasil yang
menggembirakan. Hal ini disebabkan karena merger yang terjadi dilakukan oleh
bank-bank yang kondisi keuangannya kurang menggembirakan atau hanya
dilakukan oleh bank-bank yang sebenarnya masih dalam satu group perusahaan.
Sehingga merger yang dilakukan bukan unink menciptakan suatu kondisi dalam
konteks menetapkan visi dengan orientasi strategi jangka panjang tetapi lebih
mengarah kepada tindakan untuk menanggulangi kesulitan dalam jangka pendek.
Sebagai contoh merger Bank Dirgahayu dengan Bank Surakarta yang melebur diri
ke dalam Bank Suma pada tashun 1975, yang akhimya Bank Sumapun dilikuidasi

pada tahun 1992 Hal ini berbeda kondisinya dengan apa yang terjadi di dunia

' sri Rejeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, CV. Mandar Meju, Bandung, 2000,
hlm. 90-91,

20 Keputusan Menteri Keuangan No. KEP. 614/MK/I/8/1971 tentang Pemberian Kelonggaran
Perpajakan Kepada Bank-Bank Swasta Wagional yang Melakukan Penggabungan. Lihat Sri Rejeki
Hartono, Ibid, Lihat Juga Kesy Widjgjanti, Op. Cit., him. 133-134,
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internasional, dimana beberapa kegiatan restrukturisasi berupaya menciptakan
sinergl perusahaan.

Restrukturisasi sektor perbankan ini kembali marak dibicarakan sejak
Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahen tahun 1997. Pemerintah
menyadari bshwa pemulihan ekonomi harus dimulai dari penyehatan sekftor
perbankan 2°. Caranya antara lain dengan merger, konsolidasi atan akuisisi.

Simergi antara dua bank atau lebih akibat merger atan konsolidasi
diharapkan akan menghasilkan bank yang kuat dengan kinerja yang lebih baik.
Demikian juga dengan akuisisi, diharapkan dapat menunjang terciptanya sis_tem
perbankan yang sehat dan efisien melalui masuknya investor yang merpunyai mo_lda]
kuat . Untuk memunjang restrukturisasi ini pemerintsh mengeluarkan berbagai
macam kebijaksanaan antara lain kebijaksanaan perpajakan.

Kebijaksanaan perpajakan yang dikelnarkan pemerintah dalar refrukturisasi
perusahaan tersebut pada intinya memberi fasilitas-fasilitas berupa keringanan-
keringanan.  Hal ini memperlihatkan bahwa diberlakukannya kebijaksanaan
perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan adalah dalam rangka meneraﬁkan
fingsi pajak sebagai alat pengatur. Fenomena demikian ini ternyata dilaksanakan
juga oleh beberapa negara yang tergabung dalam masyarakat perpajakan Asia.dan
sekitarnya (Study Group on Asia Tax Administration and Rese«:a;.f'ch
Conference/SGATAR), terutama negara-negara yang dilanda krisis ekonomi, seperti

Republik Rakyat Cina, Jepang, Republik Korea, dan New Zealand.

W angeito Abimanyw, Ekonomi Indonesia Baru, Kajian dan Alternatif Solusi Memuju Pemulihan,
Elex media Komputindo, Jakarta, 2000, him. 50.

) Penjetasan PP. No. 28 Th. 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Bagian
Urmurn.
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Di Republik Rakyat Cina fasilitas perpajakan untuk restrukturisasi
perusahasn hanya diberikan untuk Perusshaan Penanaman Modal Asing dan
Perusahaan Asing Fasilitas tersebut dituangkan dalam Provisional Regulations of
Enterprise Income Tax Treatmentson Merger, Devision, Ownership
Reorganization and Assets Transfer of Foreign Investment  Enterprises
(Ketentuan Sementara tentang Pajak Penghasilan Perusahaan atas Penggabungan,
Pemecahan, Reorganisasi Kepemilikan, dan Pengalihan Aktiva dari Perusahaan
Penanaman Modal Asing). Dalam ketentnan tersebut menyatakan bahwa kegiatan
usaha sebelum dan sesudah penggabungan perpajakannya diperlakukan sebagai
perusahaan yang berkelanjutan Berdasarkan pringip tersebut perlakuan perpajakan
dalam penggabungan adalah sebagai berikut :

1. Aktiva perusahaan harus dinilai berdasarkan nilai historis bawaan.

2. Fasilitas perpajakan ysng dibawa ke enfitas lanjutan hanya sebatas masa
manfaat semula.

3. Kerigian fiskal dapat dikompensasikan oleh entitas lanjutan.

4. Pengalihan aktiva alas saham perusahaan dapat dikenakan potongan pajak 20 %
atau dengan tarif khusus 10 %.

5. Penghasilan dari pengalihan harta dikenakan pajak bersama penghasilan lainnya
sebesar 30 % atau dengan tarif khusus 20 % atau 15 %.

6. Fasilitas pajak sebelum penggabungan, misalnya : Tax Holiday 2 tahun plus 3
tahun reduksi tarif dengan 50 %, sisanya dapat dinikmati oleh perusahaan baru

hasil penggabungan.
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Beberapa ketentuan perpajakan seperti tersebut di atas berlaku juga untuk
pemecahan, seperti aktiva, fasilitas pajak sesuai dengan usaha semula, dan
kompensasi kerugian 2.

Di Jepang fasilitas perpajakan untuk restrukturisasi perusahaan hanya
diberikan kepada perusahaan yang membentuk solding company. Fasilitas tersebut
adalah :

1. Saham perusahaan yang disetor harus dihitung berdasarkan nilai buku sehingga
tidak ada pajak penghasilan yang harus dibaj*ar.

2. Kerugian atas kompensasi dapat dipindahkan.

3. Keuntungan kapital dari saham dihitung berdasarkan nilai bukn pada wholly
owned subsidiary tidak dikenakan pajak 2%,

Di Republik Korea, perusahasn yang melakukan penggabungan dapat
menunda keuntungan dari revaluasi fanah dan bangunan sampai dengan pengalihan.
Di samping itu kerugian usaha perusahaan yang bergabung dapat dikompensasilkan
kepada perusahaan penggabung sepanjang perusahaan hasil gabungan tersebut
masih aktif dalam wakt 3 tahun setelah terjadinya penggabungan 2.

Sedangkan di New Zealand tidak ada pemajakan atas keuntungan kapital
bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi. Transaksi finansial yang bersifa
transaksi kapital tidak kena pajak. Demikian juga pengeluaran yang bersifat kapital,
schingga pengalihan aktiva dan pasiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan

menjadi lancar %,

3 Gunadi, Pernajakan di Beberapa Negara, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 82-84.
24 Tbid., him. 85.
) Ibid.
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B. Perumusan Masalah.

Kebijaksanaan perpajakan dalam rangka menerapkan fungsi pajak sebagai
alat pengatur banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Untuk mengetahui faktor
apa yang mempengaruhi keberhasilan penerapan fimgsi pajak sebagai alat pengatur
dalam restrukturisasi perusshasn, khususnya pada sektor perbankan, maka
permasalahan yang akan diteliti dé.lam penelitian ini adalah:

1. Kebijaksanaaan perpa:g'akan apa saja yang dikeluarkan pemerintah dalam
rangka memunjang pelaksanaan restrukturisasi perusahaan ?

2. Apakah kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan yang
dikelnarkan pemerintah sudah sinkron secara vertikal dan horisontal ?

3. Bagaimana implementasi kebijaksanaan perpajaken tentang restrukturisasi
perusahaan khususnya pada sektor perbankan ? |

4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keefektifan kebijaksanaan perpajakan

tentang restrukturisasi perusahaan khususnya pada sektor perbankan ?

C. Tujuan Penelitian.

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi,
menganalisis dan menjelaskan tentang implementasi kebijaksanaan perpajakan
tentang restrukturisasi perusshaan khususnya pada sektor perbankan. Sedangkan

gecara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk :

29 Thid., hlm. 88.
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1. Mengetahui apakah kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan
yang dikeluarkan pemerintah bermanfaat bagi perusahaan yang melakukan
restrukturisasi.

2. Menganalisis sinkronisasi kebijaksanaan perpajakan yang dikeluarkan
pemerintzh dalam rangka menunjang pelaksanaan restrukturisasi perusahaan.

3. Melihat pengaruh implementasi kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi
perusahaan khususnya pada sektor perbankan.

4. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keefekiifan kebijaksanaan

perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan khususnya pada sektor perbankan.

D. Kontribusi Penelitian.

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah
perbendaharaan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perpajakan
tentang restrukturisasi perusahaan Khususnya pada sektor perbankan. Sedangkan
secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat
kebijaksanaan di bidang perpajakan maupun di luar bidang perpajakan agar

keputusan yang diambil dapat saling menunjang.

E.Metode Penelitian
1. Metode Pedekatan
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalzh yuoridis

normatif dan yuridis empiris % mengingat objek penelitian ini selain

26) Suatu penelitian hukum yang lengkap harus dimulai dengan suatu metode penelitian hukum
(yang dimulai dengan inventarisasi peraturan-peraturan hukum positif yang bersangkutan), baru
kermudian mengetahui sejauh mana hukum positif ity memadai dan memenuhi kebutuhan
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norma-norma hukum yang mengafur mengenai restrukturisasi perusahaan
Juga implementasinya pada sektor perbankan.
Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan
melalui tahapan sebagai berikut : 2
(1) Inventarisasi terhadap peraturan-peraluran yang mencerminkan
kebijaksanaan pemerintah di bidang perpajakan khususnya yang
menunjang pelaksanaan restrukturisasi perusahaan.

(2) Menganalisis peraturan-peraturan yang telah diinventarisisr tersebut
ontuk melihat sampal sejauh mana peraturan-peraturan tersebut
- sinkron secara vertikal dan horisontal.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan secara kualitatif
dengan paradigma induktif verivikatif *. Pendekatan yuridis empiris ini
maksodkan untuk mengetahui apakah fujnan dikeluarkannya peraturan-
peraturan yang berisi kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturigasi
perusazhaan telah tercapai sebagaimana yang diharapkan, serta faktor-faktor
apa vyang mempengaruhi efektifitas peraturan-peraturan  mengenai

kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan tersebut.

masyarakat harus diadakan penelitian-penelitian sosiologi hukum. Lihat lebih jauh Sunaryati
Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Alumni, Bandung, 1994, him.
122,

*? Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia,
Jekarta, 1994, hlm. 13-27.

19




2. Penentuan Responden Penelitian.

Jumlah bank yang melakukan restrukturisasi banyak sekali. Karena
keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka penentuan responden sebagai
sampel dilakukan secara purposive 2. Oleh karena itu hanya ditetapkan 2
(dua) bank sebagai sampe], yaitu Bank Mandiri dan Bank Danamon,dengan
pertimbangan kedua bank tersebut telah selesai melakukan restrukturisasi,
gedangkan bank-bank yang lain masih dalam proses. Di samping ifu kedua
bank tersebut merupakan gabungan dari 13 bank, yaitu : Bank Ekspor Impor
Indonesia, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan
Indonesia, Bank Mandiri, Bank Jaya Internasional, Bank Tiara, Bank Rama,
Bank Nusa Nasional, Bank Pos Indonesia, Bank Duta, Bank Risyad Salim
Indonesia, dan Bank Danamon |

Untuk melengkapi data dari responden tersebut, maka diambil pula
pendapat/informasi dari institusi pemerintah yang terkait erat dengan
kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan, yaitu :

(1) Kakanwil Ditjen. Pajak Jawa Tengah-Daerah Istimewa Y ogyakarta.

(2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur.

(3) Kepala Seksi Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Semarang
Timur.

(4) Kepala Seksi Bimbingan dan penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak

Semarang Timur.

) Ihid,, him. 36, Lihat juga Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3,
Malang, 1990, hlm. $0.

%) 8. Wasution, Metode Penelitian Waturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1988, him. 113.
Lihat juga Ronny Hanit{jo Soemitro, Ibid.,, hlm. 51,
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3. Jenis & Sumber Data

Jenig data yang dikumpulkan unfuk dianalisis dalam penelitian ini
meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengelola
bank yang melakukan restrukturisasi dan pejabat pemerintah yang tugasnya
terkait dengan kebijaksanaan perpajakan mengenai kebijaksanasn-
kebijaksanaan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka
menunjang pelaksanaan restrukfurisasi perusahaan serta implementasinya
pada sektor perbankan.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak
Semarang Timur, Perpustakaan Undip, Perpustakaan Wilayah, dan
Perpustakaan UGM . Data sekunder ini berupa :

- Bahan hukum primer terdiri dari : UU. No. I Th 1995 tentang PT.,
PP.No. 27 Th 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan
Pengambilalihan perusahaan, UU. No. 10 Th 1998 tentang Perbankan.
PP. No. 28 Th 1999 tentang Merger, konsolidasi, dan Akuisisi Bank
Umum, SK. Direktur BL No. 32/51/KEP/DIR. Tanggal 14 Mel 1999
tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi
Bank Umum, Kebijaksanaan Perpajakan tentang Restrukturisasi
Perusahaan, UU No. $ Th. 1994 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 16 Th 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
UU. No. 10 Th. 1994 sebagaimana telah diubah dengan UU. No 17 Th
2000 tentang Pajak Penghasilan, UU. No. 11 Th. 1994 sebagaimana
telah diubah dengan UU. No.18 Th 2000 tentang Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, UU. No. 21 Th. 1997
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sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Th. 2000 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan peraturan-peraturan lainnya (seperti
PP., SK. Menteri, SK. Dirjen disb) yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti.

Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku karya para pakar,
makalah-makalah seminar, naskah di berbagai media masa yang
berhubungan dengan restrukturisasi perusshaan dan kebijaksanaan
perpajakan serta data mengenai restrukiurisasi bank.

Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum, dan kamus lain yang

dapat membantu peneliti dalam penelitian ini.

4, Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data tersebut di muka, digunakan teknik-teknik

pengumpulan data sebagai berikut

a. Studi dokumen atan kepustakaan.

Studi ini dilakukan terlebih dahulu agar pengetahuan dan data yang
diperoleh dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam melakukan

wawancara.

b. Wawancara, dilakukan secara terarah (directive interview) dan

mendalam (depth inteview) * dengan berpedoman pada daftar

pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

¥ Lexy J. Moleong, Metodologi Peneitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000,

him.139.
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5. Metode Analisig,

Data primer dan data sekundgr yang terkumpul skan dianalisis
secara kualitatif dan disesuaikan dengen tujuan penelitian yang telah
dirumuskan.

Unfuk mencapai tujuan penelitian 1 {pertama) akan dipergunakan
metode analisis domain, artinya data yang diperoleh melalui studi
dolumentasi dan wawancara ditelaah lebih rinci dan perhatian dipusatkan
pada masalah {domain) tertentn secara simultan *®. Dari analisis ini
daharapkan akan diperoleh gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh
tenfang pokok permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah
kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan apa saja yang. dikeluarkan
pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan restrukturisasi
perusahaan. Hasil analisis ini kemudian akan dipergunakan sebagai titik
tolak untuk melakukan penelaahan gecara lebih rinci dan mendalam lagi
dengan memfokuskan pada domain apakah kebijaksanaar-kebijaksanaan
perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan yang dikeluarkan
pemerintah  sudah sinkron secara vertikal dan horisontal, serfa
implementasi  kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi
perusahaan khususnya pada sektor perbankan.

Sedangkan untuk mencapai tujuan penelitian ke 2 (dua), akan
dipergunakan metode analisis sinkronic. Penelitian ini bertujuan untuk

mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana kebijaksanaan perpajakan

) ganafiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asah Asih Asuh,
Malang, hlm. 91.
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tentang restrukturisasi perusahaan sinkron secara vertikat dan horisontal
*)  Dengan metode analisis tersebut peraturan perpajakan yang mengatur
restrukturisasi perusshaan diinventarisasi dan selanjutnya akan dilakukan
penelusuran terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan yang ada di
bawahnya.

Dan untuk mencapai tujuan penelitian ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat)
akan dipergunakan metode analisis taksonomis *?, yaitn dengan melihat
implementasi, dampak, dan faktor-fakior apa yang mempengaruhi
keefektifan kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan,
khususnya pada sektor perbankan Dari analisis ini akan diperoleh
gambaran apakah kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi
perusahaan sudah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang berlaku, apa dampaknya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi
keefektifan kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan
khususnya pada sektor perbankan.

Hasil analisis terhadap permasalahan dalam tesis ini pada akhirnya
akan diformulasikan ke dalam saran, yang diharapkan dapat memberikan
umpan balik (feedback) dalam rangka penyusunan kebijaksanaan
perpajakan tentang restrukturisasi perusshaan, khususnya pada sektor

perbankan.

30 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., hlm. 26-27.
% Sanafiah Faisal, Op. Cit., him, 98
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F. Kerangka Pemikiran.

Dalam sistem perpajakan suatu negara ada 2 (dua) fungsi pajak yang tidak
dapat ditinggalkan, yaitu fungsi budget dan fimgsi regularend ** . Fungsi budget
adaiah fungsi pajak yang letaknya di sektor publik, dan fungsi pajak disini diartikan
sebagai alat untuk memasukkan vang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang
pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan
apabila ada surplusnya maka digunakan unfuk membiayai investesi pemerintah
(pubdlic saving untuk public invesment). Sedangkan dengan fimgsi regularendnya
pajak dapat digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tsjuan-tujuan tertentu yang
letaknya di luar bidang keuangan dan fingsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap
sektor swasta *Y.

Kedua fungsi tersebut harus dijaga keseimbangannya, sebab jika salah safu
fingsi tidak berjalan, maka akan berskibat tidak stabilnya daya dukung faktor
ekonomi. Misalnya : Jika pajak hanya difungsikan untuk mengisi kas negara tanpa
memperhatikan fungsi regularend dapat mengakibatkan sektor-sektor usaha tertentu
collaps, terntama sektor usaha yang sejak awal dikembangkan dengan politik
subsidi dan proteksi dengan segala implikasi ekonomisnya Keadaan ini akan
berdampak negatif terhadap penerimaan pajak dimasa yang akan datang. Jadi
manajemen pajak harus mengkombinasikan kedua fingsi tersebut secara seimbang

agar memungkinkan kedua funggi tersebut berkembang *?.

3) Miyasto, Sistem dan Pelaksanaan Perpajaken di Indonesia, Majalah Berita Pajek No. 381/Th.
XO04/15 Oktober 1998, hlm. 37.

%) Santoso Brotodihardjo, Pengantar Iirmu Hukum Pajek, Eresco, Bandung, 1991, him. 205.

) Sunadi, Reaktualisasi Peran Pajak Dalam Format Maga Depan Perekonomian Indonesia, Berita
Pajak No. 1433/Th, X0XTI/15 Desember 2000, him. 42,
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Berdasarkan pertimbangan bahwa pajak mempunyai fungsi regularend, maka
diperlukan pendekatan kebijaksanaan tertentu yang dapat memberikan arah bidang
apa yang akan diatur, mengingat bahwa kebijaksanaan merupakan cara yang paling
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif seperti
apa yang dikatakan oleh R. Mayer dan Emest Greenwood, bahwa kebijakan
(policy) adalah keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling
efisien unfuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif *.

Suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh lembaga yang berwenang
supaya dapat diimplementasikan, maka kebijaksanaan tersebut harus diberi bentuk
hukum dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada. Hukum
merupakan alat untuk merealisasikan kebijaksanaan pemerintah. Seidman
menyatakan bahwa pembuat kebijaksanaan hanya mempunyai satu aJalt'yang dapat ia
pakai untuk mempengaruhi akfivitas pemegang peran, ialah peraturan yang ia buat,
hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan .,

Dalam kaitannya dengan penggunaan hukum sebagai sarana kebijaksanaan,
menunjukkan fingsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rakayasa sosial (social
engineering). Terhadap penggunaan hulum sebagai sarana untuk melakukan
rekayasa sosial ini Daniel S. Lev mengatakan bahwa disatu sisi dapat dipakai
dalam arti yang baik sekali tetapi di sisi lain ada bahaya yang bukan main #  Untuk
menghindari bahaya tersebut, maka hukum harus responsif terhadap kebutuhan-

kebutuhan sosial yang sangat mendesak dan terhadap masalah-masalah keadilan

I R, Mayer & Ernest Greenwood dalam Barda Nawewi Arief dalam Kebijeken legislatif dalam
Penanggulangan Kejahatan dengen Pidana Penjara, CV. Ananta, Sernarang, 1994, him. 63.

¥ Rambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994 hlm. 1358,

3) Daniel 8. Lev dalam Erman Rajagukguk, Hukum dan Masyarakat, Bina Aksara, Jakarta, 1983,
hlm. 72.
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sosial sambil tetap mempertahankan hasil-hasil institusional yang telah dicapai oleh
kekuasaan berdasarkan hukum *. Disamping itu sebagai suatu sistera hukum harus
sinkron secara vertikal maupun secara horisontal. Sinkronisasi vertikal membawa
konsekuensi berlakunya azas hukum lex superior derogar lege injériori (hukum
yang lebih tinggl mengalahkan hukum yang lebih rendah), sedangken sinkronisasi
vertikal membawa konsekuensi berlakunya azas lex posterior derogat lege priort
{produk hukum yang baru mengalahkan produk hukum yang lama ). Berdasarkan
kedua azas tersebut maka penelitian ini akan bestitik tolak dari peraturan perpajakan
tahun 1994 dan tahun 2000, khususnya yang berisi kebijaksanaan perpajakan tentang
restrukturisasi perusahaan selanjuinya akan dilakukan penelusuran ferhadap
peraturan-peraturan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama dan terhadap
perafuran peraturan pelaksanaan yang ada di bawahnya . |

Kebijakeanaan yang telah dibuat apabila tidak diimplementasikan maka
hanya akan merupakan impian-impian atan rencana-rencana bagus yang tersimpan
rapi dan tidak pernah terealisasi seperti yang dikatakan Udoji, bahwz. : 0

“the execution of policies is as important if not more important

than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file

Jackets unless they are implemented” .
Proses implementasi kebijaksanaan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan
kebijaksanaan telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan

dana telah dialokasikan untuk mencapai kebijaksanaan tersebut .

) A MG Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks
Sosiologi Hukum Buku ke I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hlm. 158,

‘U Udoji dalam Sofichin Abdul Wahab dalam Analisis Kebijeksanaan, Dari Formulasi ke
Implernentasi Kebijaksanaan Negara, Edisi kedua , Bumni Aksara, Jakarta, 1997 him. 59.

42 Bambang Sunggono, Op. Cit., him 137,
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Implementasi kebijaksanaan pada umumnya diserahkan kepada lembaga-
fembaga pemerintah dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang
terendah *?. Demikian juge implementasi kebijaksanaan perpajakan tentang
restrukturisasi perusahaan. Implementasi kebijaksanaan perpajakan tentsng
restrukturisasi perusahaan  diserahkan kepz;da Kantor Wilayah dan Kantor
Pelayanan Pajak / Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Suam kebijaksanaan akan menjadi efekiif apabila diimplementasikan dan
mempunyai dampak positif bagi orang-orang/pihak-pihak yang menj adi obyek atan
sasarannya. Dengan perkataan lain tindakan atau perbuatan orang-orang/pihak-pihak
yang menjadi obyek/sasaran kebijaksanaan tersebut bersesuaian dengan apa yang
didinginkan oleh pembuat kebijaksanaan. Dengan demikian, apabila perilaku afan
perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pembuat kebijaksanaan, maka suafu

kebijaksanaan menjadi tidak efektif 9,

G. Sitematika Penulisan.

Sistematika penulisan tesis ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang
menggambarkan konsistensi pemikiran terhadap pokok permasalahan yang dibahas.
Masing-masing bab terdiri dari sub. bab yang merupakan bagian dari pokok pikiran
bab dengan susunan sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan, merupakan pengantar dan pedoman untuk membahas

bab-bab berikutnya. Bab ini memuat }atar belakang penelitian, perumusan masalah,

43 thid., him. 139.
49 1hid, him 143.
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tujuan dan kontribusi penelitian, metode penelitién, kerangka pemikiran, serta
sistematika penulisan.

BAB II : Telash Pustaka, menguraikan tentang segala sesuatu yang berkaitan
dengan kebijaksanaan perpajakan, yaitu pengertian dan fungsi pajak, kebijaksanaan
perpajakan sebagai bagian dari kebijaksanaan publik, hukum dan kebijaksanaan
publik, serta implementasi kebijaksanaan publik. Disamping itu bab ini juga akan
membahas kebijaksanaan mengenai restrukturisasi perusahaan, restrukturisasi sektor
perbankan, dan kondisi perbankan saat krisis ekonomi.

Bab I : Hasil Penelitian dan Analisis, memuat uraian mengenal hasil
penelitian dan analisis penulis terhadap permazalahan yang ada Bab IIT ini memuat
beberapa sub bab yang mengungkapkan mengenai kebijaksanaan -kebijaksananan
perpajakan vang dikeluarkan pemerintah dalam rangka memmjan,gl pelaksanaan
restrukturisasi perusahasn, manfaat kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan
tersebut bagi perusahaan, ginkronigasi kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan
tentang restrukturisasi perusahaan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang lain,
implementasi kebijaksanasn perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan pada
sektor perbankan, dampak, dan faktor-faktor yang mempengarubi keefekiifan
kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan khususnya pada sektor
perbankan.

Bab IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang terkait dengan

permasalahan.
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BABII

TELAAH PUSTAKA

A. Kebijaksanaan Perpajakan.

1. Pengertian Dan Fungsi Pajak.
Untuk membahas kebijaksanaan perpajakan, maka terlebih dahulu periu

dikemukakan beberapa definisi pajak dari para ahli perpajakan.
- Leroy Beaulieu, dalam bukunya yang berjudul Traite de la Science des

Finances, 1906 mengatakan bahwa : 9

“Pajak merupakan kontribusi langsung maupun tidak langsung , yang
pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap
masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan belanja negara”.

Sedangkan M.J.H. Smeets dalam bukunya De Ecornomische Betekenis der

Belastingen, 1951, menyatakan bahwa : @

” Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui
norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual,
maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dan P.J.A. Adriani berpendapat bahwa :

“Pajak adalah ifuran kepada negara (vang dapat dipaksakan) yang
terhutang oleh yang wajib membayarmnya menurut peraturan-peraturan
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan «.

*) Leroy Beaulieu Rirnsky K. Judisseno, Pajak den Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang
Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntasi di Indenesia, Gramedia Pustaka Utama, Jekarte,
1999, hlm. 13. Lihat juga Rochmat Soetnitro dalam Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco,
Bandung, 1992, him. 12,

4} MIH Smeets dzlam R Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco,
Bandung, 1991, him. 4. Bandingkan dengan pendapat N.J. Feldmann yang dikutip oleh Rimsky K.
Judisseno, Thid, him. 14.

D bid, him. 2. '




Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul
“Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Pajajaran Bandung, 1964
menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atay barang, yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan
umum”

Selanjutnya S.1. Djajadiningrat member@kan definisi yang lebih luas, yaitu :

9

“Pajak sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada

kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai

hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah,

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara

langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Bertitik tolak dari definisi pajak yang diberikan oleh para ahli hukum pajak
di atas, memberi kesan kepada kita bahwa pemerintah memungut pajak terutama
atan semata-mata untuk memperoleh vang atan dana untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah, sehingga seakan-akan pajak hanya mermpunyai fingsi
sebagai sumber keuangan negara {Budgetair), tetapi sebenarnya pajak mempunyai
fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (reguler), dalam arti bahwa pajak itu
dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
negara dalam lapangan ekonomi ( yang meliputi aspek makro, misainya : stabilizasi
harga, dan pertumbuhan ekonomi, serta aspek mikro, misalnya : akselarasi
penghapusan dan “investment tax credit”) dan sosial (misainya pajak penjualan

barang mewah, pengecualian kebutuhan pokok dari pengenaan Pajak Pertambsahan

%) goeparman Soemohamidjaja dalam R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak,
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Nilai, disb.} *. Untuk itu maka perfu diketengahkan pengertian pajak ditinjau dari
segi hukum yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro sbb. : n

“Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang

mewajibkan seseorang (dalam pengertian baik ratuurlijke persoon

maupun recht persoon) yang memenuhi cyarat-syarat yang ditentukan

oleh undang-undang (tatbestand) untuk membayar sejumlah uang

kepada kas negara yang dapat dipaksakan , tanpa mendapat imbalan

yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan)

dan yang digunakan sebagai alat (untuk mendorong atay menghambat)

untuk mencapai tjuan di luar bidang keuangan negara *.

Dari pengertian pajak dengan pendekatan hukum ini terlihal bahwa pajak
bukan semata-mata untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga mempunyai tujuan
regulasi. Dengan fungsi regulasinya pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur itu
banyak ditujukan terhadap sektor swasta 2 Rahkan menurut ]!viiyasto pajak
mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : &

(1) Fungsi budgeter, sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai kegiatan pembangunan.
(2) Fungsi reguiasi, berperan untuk mengatur alokasi sumber daya, distribusi

pendapatan dan konsumsi.

(3) Fungsi stabilisasi, alat kebijaksanaan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Tresco, Bandung, 1991, hlm. 2-5,
49) g1 Djajadiningrat dalam . Munawir, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1990, him. 3,
%) Gunadi, Politik Perpajakan Indonesia, Berita Pajak No. 1375/Th X00/15 Juli 1998, him, 39,
1) Rochmat Soemnitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco, Randung, 1992, him, 12
3B Munawir, Op, Cit., hlm. 5.
) Miyasto, Segi-Segi Keadilan Kebijaksanaan Fiskal, Makalah Seminar Nesional Penegaken
Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Fakultas Hukurn Undip,

Semarang, 1995, him, 5.
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Fungsi mengatur yang ada pada fiscus biasanya diselenggarakan : >

(a) dengan cara-cara umum, yaitu terutama dengan mengadakan perubahan-
perubahan tarif yang bersifat umum, atau

(b) dengan cara memberi pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan, atau
sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus difujukan kepada sesuatu hal
tertentu, dan

(c) dengan cara mengecualikan jumlah-jumiah uang yang diberikan sebagai derma
kepada badan-badan sosial, gereja, atau mesdjid dari pengenaan pajak
penghasilan.

Hal ini sejalan dengan aliran “The Managed Budged Approack”. Memirut
aliran ini perubahan kebijaksanaan pengeluaran, pajak dan pinjaman hanya
dilakukan untuk mencapai suatn kestabilan ekonomi yang lebih tinggi . Dalam
kaitannya dengan hal ini Musgrave & Musgrave menyatakan bahwa, kebijaksanaan
pajak dan pengeluaran mempengaruhi permintaan agregat dan tingkat kegiatan
ekonomi. Kebijaksanaan itu juga merupakan instrumen penting di dafam
mempertahankan stabilitas ekonomi, termasuk stabilitas kesempatan kerja yang
tinggi dan pengendalian terbadap inflasi. Oleh karena itu unfuk mencapai tyjuan
tersebut struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijaksanaan fiskal * . Dan

Scemitro Djojohadikoesoemo, dalam tulisannya yang berjudul “Fiscal Policy,

%) R, Santoso Brotodihardjo, Op. Cit., him. 214,

%) Rochrnat Scernitro, Peranan Undang-Undang Pajak Th. 1984 dalam Pembengunan, dalam Pajak
Penghasilan, Eresco, Bandung, 1990, him. 200.

) Richard A Musgrave & Peggy B. Musgrave, Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek,
Erlangga, Jakarta, 1991, him, 15 & 231,
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foreign Exchange Control and Economic Development”, mengemulcakan sebagai
berikut : 7

“Fiscal policy is an instrument of development rust therefore
have a simultaneous purpose of directly finding the necessary
Junds for public investment, or indirectly channeling private
savings to productive sectors, as well as of proventing the kind of
spending that impedes development. Summarily it can be stated
that fiscal policy as an instrument must be based on combination
of progressitivity in hight direct and indirect taxation plus
Pexibility within the system for exemptions and incentives to
stinulate desirable private investment”

Berdasarkan pertimbangan bahwa pajak dapat berfungsi sebagai alat
pengaiur, maka diperiukan pendekatan kebijakan tertentu yang dapat memberikan
arah bidang apa yang akan diatur, mengingat bahwa kebijakan merupakan cara yang
paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara
kolektif seperti apa yang dikemukakan oleh Robert R. Mayer dan Ernes Greenwood
sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief seperti tersebut dalam Bab. T

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan juga mengatakan bahwa : “Policy
is a projected program of goals, values and practices” *®_Demikian juga James P
Levine, Michas! C. Mushene dan Dennis J. Palumbo, menyatakan bahwa : *

“The word policy has been defined in various ways. It has been

used to refer to the goals of individuals, groups, or agencies. A

policy can be distinguished from a program . The former refers to

goals, while the latter refers to a set of specific actions to attain

the goals. However, some writers believe that policies “normally

contain hoth goals and the means for achieving them. The reason

Jor this is that goals are changed, redefine and shaped while they
are being implemented”.

>N Soemitro Djojohadikoesoemo dalam Rochmat Soemitro dalam Pajak dan Pembangunan,
Eresco, Bandung, 1988, him. 246,

8) Harold D. Lasswell & Abraham Kaplan, Power and Society, Yale University Press, New
Hoven, 1970, hlm. 71.

) James P. Levine, Michael C. Musheno, & Dernis J. Palumbo, Criminal Justice A Public
Policy Approach, Harcourt Brace Javanovich Inc., New York, 1980, him. 118,
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Carl J. Friedrick juga mengatakan bahwa : %

“Policy is a proposed course of action of a person, group, or
government within a given environment provinding obstacles and
opportunities which the policy was proposed to utilize and
overcome in an gffort to reach a goal or realize an objective or a
purpose”

Dan James E. Anderson menyatakan bahwa : “Policy is a purposive course

of action followed by an actor ar set of actors in dealing with a problem or

matter of concern” *.

Sehubungan dengan penggunaan kebijaksanaan sebagai sarana untuk
mencapal fujuan yang telah ditetapkan Irfan Islami berpendapat bshwa proses
penyusunan kebijaksanaan bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah, haf ini
disebabkan karena terdapat banyak faktor atan kekuatan-kekuatan yang berpengaruh
terhadap proses pembuatan kebijaksanasn Oleh karena ity ditetapfcan 6 {enam)
langkah yang harus dilalui dalam proses perumusan kebijaksanaan, yaitu : *

(1) Perumusan masalah kebijaksanaan.
(2) Penyusunan agenda pemerintah.
(3) Perumusan usalan kebijaksanaan.
{(4) Pengesahan kebijaksanaan.

(5) Pelaksanaan kebijaksanaan,

(6) Penilaian Kebijaksanaan.

80 Carl J. Friedrick, Man and His Government, Me. Graw Hill, New York, 1963, him. 79.

1) James E Anderzon, Public Policy Making, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1979, hlm.
3.

%2 Irfan Islami, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2000,
hlm. 77.

35




Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadijaya AR. menetapkan 7 (tujuh)
langkah proses penyusunan kebijaksanaan, yaitu : ©
(1) Pengkajian persoalan
(2) Penentuan tujuan.

{3} Perumusan alternatif’
(4) Penyusunan model.
{5) Penentuan kriteria.
(6) Penilaian alternatif.
(7) Perumusan rekomendasi,
Sedangkan Samodra Wibawa dan Solichin Abdul Wahab secara ringkas
menetapkan tiga tahap penyusunan kebijaksanaan, yaitu : o4
(1) Tahap formulasi’.
(2) Tahap implementasi.
(3) Tahap evaluasi.

Tesis ini akan mengkaji kebijaksanaan pada tahap implementasi, karena
sebagaimana dikatakan Udoji dalam Bab. I bahwa implementasi kebijaksanaan
merupakan aspek yang penting, karena kebijaksanaan negara apapun benfuknya
sebenarnya mengandung risiko untuk gagal. Solichin Abdul Wahab mengutip
pendapat Hogwood dan Gunn membagi pengeriian kegagalan dalam 2 (dua)

kategori, yaitu : *

3 Bintoro Tjokroamidjojo & Mustopadidjaja AR, Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan
: Perkernbangan Teori dan Penerapan, LP3ES, Jakarts, 1988, him. 100.
54 Samodra Wibawa, Kebijakan Publik, Proges dan Analisis, Intermedia, Jakarta, 1994, him. 49~

50,
%3} Solichin Abdul Wahab, Op. Cit., hlm. 62,
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(1) Non implementation {tidak terimplementasikan),
Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijaksanaan tidak
dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak vang terlibat
di dalam pelaksanaannya tidak maun bekerjasama, bekerja tetapi tidak efisien,
bekerja setengah hati, tidak sepenubnya menguasai permasalahan, atau
permasalahan yang dihadapi di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga
betapapun gigihnya usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup
mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

(2) Unsuccessfill implementation (implementasi yang tidak berhasil).
Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi karena snatu kebijaksanaan
tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi
eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya : situasi po[iﬁk, ekonomi,
keamanan dlsb.) kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewnjudkan

dampak atan hasil akhir yang dikehendaki.

2. Kebijaksanaan Perpajakan Sebagai Bagian Dari Hukum Publik.

Bagi pemerintah pajak mempunyai posisi yang strategis, karena pajak
merupakan salah satu dari instrumen kebijaksanaan fiskal. Sebagai salah satu
instrumen kebijaksanaan fiskal, politik hukum perpajakan akan memberikan arah
kondisi masyarakat yang ingin dicapai. Politik hukum perpajakan yang
implementasinya tertuang dalam kebijaksanaan publik akan menimbulkan dampak
yang luas, misalnya : pembebanan pajak akan mempengaruhi pola konsumsi
magyarakat, tabungan/investasi, penyediaan tenaga kerja dan lain sebagatnya

Karena luasnya dampak perpajakan maka selalu dicari konsepsi, pemikiran dan
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analisis kebijaksanaan dengan berbagai étrategi, taktik, dan tekmknya agar semua

kebijaksanaan perpajakan dapat berjalan dengan baik *.

Menurut James E. Anderson dalam bukunya Public Policy Making
sebagaimana dikutip oleh Nonet dan Selznick menyatakan bahwa kebijaksanaan
perpajakan termasuk distributive public policy, yaitu kebijaksanaan-kebijaksanaan
tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi sejumlah khusus penduduk,
individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atan masyarakat
tertentu. Sebagai contoh adalah kebijaksanaan ‘tentang pemberian “tax holiday” bagi
perusahaan-perusahaan yang baru berdiri a,

Sebagai bagian dari kebijaksanaan publik pembuatan kebijaksanaan
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

(1) Terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok, maka kelompok-
kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah
untitk mengambil prakarsa mengatasi ketidakseimbangan tersebut.

{2) Kepemimpinan politik.

Para pemimpin politik apakah karena didorong atas pertimbangan keuntungan
politik atau untuk memperhatikan kepentingan umum atau kedua-duanya selalu
memperhatikan usaha-usaha pemecahannya.

(3) Timbulnya krisis ekonomi yang luar biasa
Setiap timbul krisis ekonomi yang luar biasa selalu memperoleh perhatian yang
luas dari masyarakat, termasuk pembuat keputusan untuk memperhatikan secara

seksama terhadap krisis ekonomi tersebut.

‘_‘6) Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik, BPFE, Yogyakarta, 1993, hlm. 235-264.
7 Philippe Nonet & Philippe Selznick dalam Bambang Sunggono, Op. Cit,, him. 71-72.
) 1bid,, hlm. 56.

38




{4) Adanya protes dari masyarakat.

(5) Adanya masalah-masalah khusus yang menarik perhatian masyarakat dan para
pembuat kebijaksanaan.

Di Indonesia kebijaksanaan perpajakan yang dikeluarkan antara lain

disebabkan oleh : *¥

(1) Kesulitan dana pembangunan yang disebabkan oleh turunnya minyak bumi di
pasar dunia.
Turunnya harga minyak bumi menimbulkan kesulitan bagi perekonomian
Indonesia, karena sejak tahun 1974 sumber utama dari penerimaan negara
adalah dari sektor minyak dan gas bumi. Sehingga pemerintah mulai melihat
sumber-sumber penerimaan di luar minyak dan gas bumi, salah satu diantaranya
adalah pajak.

(2) Untuk meningkatkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional.
Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya hutang-hutang luar negeri kita,
dan pajak merupakan sumber penerimaan yang mandiri merupakan tumpuan
utama dalam strukiur penerimaan negara dimasa yang akan datang,

{(3) Perubahan-perubahan yang terjadi di negara lain.
Pesainya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi menimbulkan
besarnya saling ketergantungan antar bangsa. Perubahan-perubahan yang terjadi
di suatu negara tidak haﬁya dipengaruhi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
diambil oleh negara yang bersangkutan, tetapi dipengaruhi juga oleh perubahan-

perubahan yang terjadi di negara lain Pada saat ini ketahanan ekonomi suatu

%) Miyasto, Sistem dan Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia, Berita Pajak No. 1381/ Th XXI15
Oktober 1998, hlm, 37-40. Lihat juga Sunadi, Reaktualisasi Peran Pajak dalam Format Masa
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negara begitu mudah digoncang oleh gejolak ekonomi yang timbul di negara
lain,

{4) Tingkat kompetisi global yang semakin tajar..
Kondisi tersebut menyebabkan masing-masing negara berupaya unfuk
memperkuat faktor-faktor internalnya, baik secara individwal manpun melalui
aliansi-aliansi strategis yang dibangunnya Oleh karena itu strategi pembangunan
ekonomi nasional termasuk di dalamnya strategi perpajakan dituntut untuk
mampu memperiuat posisi internalnya agar mempunyai keunggulan-keunggulan
strategig untuk bersaing,

(5) Perubahan eksternal yang cepat dari dunia bisnis.
Perubahan eksternal yang cepat dari dunia bisnis menuntut suatu struktur yang
fleksibel agar mampu menghadapi perubashan tersebut. Tuntutan  akan
fleksibilitas ini berimbas juga ke sistem perpajakan nasional.

(6) Kerusakan lingkungan hidup yang makin parah.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teksnologi di suatu sisi memakmurkan
masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Untuk
menganggulangi kerusakan tersebut hampir seluruh negara di dunia ikut ambil
bagian, bahkan beberapa negara secara eksplisit telah menentukan syarat bahwa
suatu produk harus tidak menimbulkan kerusakan lingkungan agar produk
tersebut dapat dijual di negara yang bersangkutan. Oleh karena. itu pengusaha
dituntut membuat suafu freatment terhadap limbsh yang dihasilkan agar

produknya dapat eksis di pasar global. Treatment tersebut memerlukan biaya

Depan Perekonomian Indonesia, Berita Pajak Wo, 1433/Th WK/ 15 Desember 2000, him,
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yang besar, sehingga perlu adanya partisipasi pemerintah, karena tidak semua
pengusaha mampu dan bersedia melakukannya Beberapa rangsangan dapat
dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui ketentuan khusus di bidang

perpajakan.

3. Hukum Dan Kebijaksanaan Publik

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini yang sarat dengan perubahan
mendasar dan berjalan dengan cepat, hukum tidak lagi hanya dipergunakan untuk
mengatur perilaku yang sudzh ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola
kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, yaitu hukum semakin aktif
dilibatkan ke dalam persoalan-persoalan yang menyangkut perubshan sosial,
sehingga hukum diharapkan dapat menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan-
kekuatan baru yang timbul dan hendak membentuk masyarakat menurut tuntutan
keadaan serta pandangan-pandangan yang baru . Penggunaan hukum menjurus
sebagai suat sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah dipilih dan
ditentukan. Hukum diharapkan mampu untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut,
karena hulum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita
gserta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan.

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan terfentu ini karena
gecara teknis menurut Esmi Warassih hukum dapat memberikan atan melakukan hai-

hal sebagai berikut :

35-37.

7% Esmi Warassih, Kegunaan Telash “Kebijaksanaan Publik Terhadep Perenan Hukum di Dalam
Masyarakat Dewasa ini"”, Maj alah Masalah-Magalah Hukum Wo. 11 Th. 1994, Fakultas Hukum
Undip, Semarang, hlm, 19,
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(1) Hukum merupakan suaty sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan
predikbilitas di dalam kehidupan masyarakat.

(2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi.

(3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi
melawan kritik.

(4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber
daya.

Melalui penormaan tingkah laku, hukum memasuki semua segi kehidupan
manusia, hukum memberikan suatu kerangka bagi hubungan-bubungan yang
dilakukan oleh anggota masyarakat yang satu terhadap yang lain. Menurut Steven
Vogo hukum merupakan “The normative life of the state and its citizens” .
Hukum menetukan serta mengatur bagaimana hubungan itn dilakukan dan bagaimana
akibatnya, hukum memberikan pedoman tingkah laku yang dilarang serta yang
diijinkan. Penormaan ini dilakukan dengan membuat kerangka umum suatu perbuatan
yang diwujudkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada .

Perkembangan ini tidak terlepas dari perkembangan yang nampak pada
kehidupan sosialnya Hukum merupakan‘ suaty kebutuhan yang melekal pada
kehidupan sosial itu sendiri, yaitu melayani anggota masyarakat seperti
mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daya, melindungi kepentingan
anggota masyarakat dan digunakan sebagai sarana untuk mewujudian kebijaksanaan
pemerintah.

Dalam rangka merealisasikan kebijaksanaan, pembuat kebijaksanaan

mempunyai alat yang dapat ia pakai untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran,
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yaitu peraturan-peraturan yang ia buat. Dalam kaitan ini Hans Kelsen mengatakan
bahwa peraturan-peraturan yang diundangkan oleh pemegang kekuasaan di dalam
suatu negara mempunyai aspek bahwa peraturan hukum itu tertuju kepada warga
negara dan mengarahkannya agar berbuat menurut cara-cara tertentu 3

Dalam rangka menata masyarakat maupun mengarahkan masyarakat sesuai
dengan tujuan yang dikehendaki, maka penggunaan hukum sebagai instrumen
kebijaksanaan mempunyai arti penting seperti dikatakan Dror sebagai berikut : &

“Consideration of the whole relevan legal system is an essential

requisite for effective and efficient use of law as an instrument of

directed social change .. the legal system being a sub system of
society, consideration of legal policy instruments in abstraction

from other social policy instruments in abstraction from other

sociad policy instruments is misleading”.

Penggunazn hukum sebagai instrumen kebijaksanaan merupakan salah satu
ciri vang menonjol dari hukum pada masyarakat modemn .Hal im sesuai dengan
konsep Rosco Pound tentang “Jaw as a tool of social engineering” (hukum sebagai
sarana untuk merekayasa masyarakat).

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat perlu

dilakukan secara sistematis, langkah yang diambi! dimulai dar: identifikasi problem

sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu "

™) Ibid.

2 Barnbang Sunggone, Op. Cit, him. 77,

"3 yehezkel Dror, Ventures in Policy Sciences : Concepts and Aplications, Elsevier, New York,
1978, him. 71. .

™) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him. 206.
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(1) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-batknya, termasuk di dalamnya
mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari
penggarapan tersebut.

(2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Hal ini penting apabila akan diterapkan pada masyarakat yang majemuk. Pada
tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

(3) Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak unfuk bisa
dilaksanakan.

{4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pendayagunaan hukum sebagai sarana
untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijaksanaan pemerintah amatlah
terasa diperlukan oleh negara-negera vang sedang berkembang, jéuh meiebihi
kebutuhan yang dirasakan oleh negara-negara industri maju yang telah mapan
Negara-negarda maju memiliki mekanisme hukum yang telah “jalan” untuk
mengakomodasikan perubahan-perubahan di dalam masyarakatnya, sedangitan
negara-negara yang tengah berkembang tidaklah demikian. Padahal harapan-harapan
dan keinginan — keinginan masyarakat di negara yang sedang berkembang alkan
terwujudnya perubahan yang membawa perbaikan taraf hidup amatlah besar,

melebihi harapan-harapan yang diserukan 2.

"3 Mochtar Kusumaatmadija dalam Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukurn
Nasional @ Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukumn di Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1995, hlm. 231,
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Dalam kaitannya dengan penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial
ini proses pencapaian tujuan yang diharapkan akan berlangsung cukup panjang.
Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa : ®

“Hukum tetap bisa dipakai sebagai instrumen yang dipakai secara

sadar untuk mencapai ftujuan-tujuan tertentu. Hanya dalam menilai

proses pencapaian tyjuan itn kita tidak boleh berfikir seperti dalam

tmu-iimu alam. Yang jelas prosesnya akan berlangsung cukup
panjang dan efek vang ditimbulkannya bisa merupakan efek yang
stfatnya berantai. Dalam keadaan yang demikian ini, maka hukum

bisa digolongkan ke dalam faktor penggerak muia, yaitu memberikan

dorongan secara sistematik”.

Sejalan dengan pendapat Satjipto, Amold M Rose mengatakan bahwwa kalau ingin
melihat peranan hukum dalam perubahan sosial, maka hal ini hendaknya dilihat
dalam kemampuannya untuk melakukan suatu initial push, karena perubahan sosial
(sebagaimana yang diinginkan oleh pembentuk hukum) dipengaruhi oleh multifaktor,
Sementara ity, perubahan yang ditimbulkan oleh hukum pada dasarnya 1ebih~terjadi
secara berangsur-angsur (incremental) ™ .

Di Indonesia 1de law as a tool of social engineering ini pada masa
pemerintahan orde baru ditujukan untuk memfingsikan hukum guna merekayasa
kehidupan ekonomi nasional. Ide ini sangat sesuai dengan kepentingan pemerintahan
Orde Baru yang mendahulukan pembangunan infiastruktur politik dan ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya sepanjang sejarah perkembangan Orde Baru hukum

telah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang terlegitimasi (secara

formal yuridis) dan tidak merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral dan

) Satjipto Rahardjo, Op. Cit., htm. 209
m Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 205,
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wawasan kearifan yang sesunggubnya hidup di dalam kesadaran hukum masyaralat
awam '

Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep law as a teol of social
engineering mempunyai dua sisi yang saling bertentangan, yaitu di satu sisi apabila
dipergunakan sesuai dengan konsep keadilan, asas-asas moral dan wawasan
kearifan yang hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat akan berjalan dengan
baik sekali, akan tetapi apabila tidak memperhatikan hal-hal tersebut akan

menimbulkan bahaya yang luar biasa seperii yang dikatakan oleh Daniel S. Lev sbb.

-y

“ . law as a tool of social engineering itu mempunyai dua arti.
Kadang-kadang dipakai dalam arti yang baik sekali, padahal ada
bahaya yang bukan main disitu. Membicarakan hukum sebagai fool of
social engineering , itu berarti memberikan kekuasaan yang amat
penuh kepada pemerintah ... Sedang istilah tersebut juga mempunyai
dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk merubah
masyarakat dan yang kedua, yang teramat penting adalah secara
material yaitu macam masyarakat sepertia apa yang dikehendaki ? ...
Saya sendiri agak keberatan kepada konsep a fool «f social
engineering ... Konsep itu dipakai sebanyak mungkin untuk
mengadakan perubshan dalam masyarakat, memberikan bentuk-
bentuk (tertentu) yang ternyata tidak selalu baik untuk orang-orang di
dalam masyarakat”™ .

Untuk menghindari sisi negatif dari konsep /aw as a fool of social engineering
tersebut maka hukum harus responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang
sangat mendesak dan terhadap masalah-masalah keadilan sosial, sambil tetap
mempertahankan hasil-hasil institusional yang telah dicapai oleh kekuasaan

berdasarkan hukum.

" Ibid., him.234.
) Daniel 8. Lev. dalam Erman Rajagukguk, Hukum dan Masyarakat, Bina Aksara, Jakarta, 1983,
him. 72.
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Teori hukum responsif tersebut bukan suatu teori yang mampu
menyelesaikan semua problem praktis. Namun tesis tersebut memberikan suatu

perspektif dan kriteria untuk mendiasgnosis dan menganalisis problem-problem

hukum dan masyarakat dengan penekanan khusus atas dilema-dilema institusional .

dan pilihan-pilihan kebijakan yang kritis *? .

Yang dimaksud dengan hukum responsif adalah hukum sebagai fasilitator
dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial B

Pandangan  tentang hukum responsif didasarkan atas infrastruktur
institugional yang terbentuk dengan baik dari hukum otonom dan adanya suatu
konteks kebudayaan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil, perlindungan hak-
hak asasi, keteraturan administratif dan integritas resmi dianggap mesti ada. Hal ini
menimbulkan problem-problem berat bagi bangsa-bangsa baru yang secara simultan
berhadapan dengan problem tata tertib dan pemeliharaan perdamaian dalam
masgyarakat, tugas untuk menetapkan atan memperkuat kekuasaan ben‘ﬂasarl<an
hukum, dan kebutuhan untuk membuat dan menggunakan hukum untuk tujuan-tujuan
perkembangan ekonomis dan sosial 9,

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan-kebutuhan dan

kepentingan sosial yang dialami dan ditentukan tidak oleh pejabat melainkan oleh
rakyat.

80) Wonet & Selznick, Law and Society in Transition : To Ward Respongive Law, Harper and Row
Publishers, New York, him. 3.

D Thid, him. 14.

¥2) AAG. Peters & Koesriani, Op. Cit., him. 165,
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Hukum yang responsif jika dilihat dari pembagian tipe menurut Nonet dan
Selznick mempunyai 2 (dua) ciri yang menonjol apabila dibandingkan dengan
hukum yang otonom dan represif, yaitu : 83’

(1) Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan.
(2) Pentingnya kerakyatan baik sebagai fujuan hukum manpun cara untuk
mencapainya.

Melihat ciri-ciri hukum responsif teréebut maka untuk mengkondisikan
hulum ke dalam hokum responsif adalah membuat perilaku masyarakat menjadi
lebil banyak tertuju dalam partisipasi terhadap hukum itu sendiri sebagamnana yang
diinginkan oleh hukum responsif.

Menurut Mulyana W. Kusuma beberapa ciri hukum responsif yang bertujuan
agar lebih tanggap terhadap kebutuhan, terbuka pada pengaruh, dan lebih efeldif
dalam menangani masalah-masalzh sosial ialah : pertama, dinamika perkembangan
hukum meningkatkan otoritas tujuan, kedua mengendalikan tuntutan pada ketaatan
serta mengurangi kebekuan hukum., ketiga bantuan hukum menampilkan suatu
dimensi politik, dan keempat tardapainya perencanaan pranafa-pranata hukum
secara lebih kompeten *® .

Pada keadaan terdapatnya hukum responsif kesempatan untuk berpartisipasi
dalam pembentukan hukum menjadi lebih terbuka Dengan perkataan lain aksi
fnkum merupakan wahana bagi kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi
untuk berperan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang direalisasikan dalam

berbagai bentuk hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang

83) AAG Peters & Koesriani, Op. Cit., bim. 178, .
84 W ulyana W. Kusumah & Paul 8. Baut, Hukum Politik dan Perubahan Sosial, YLBHI, Jakerta,
1988, him. 21,
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ada Sebagai suatu sistem peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan harus
sinkron secara vertikal maupun secara horisontal, karena produk perundang-
undangan memiliki tingkatan atau hierarkhi seperti dalam stufenbautheorie dari
Hans Kelsen.

Menuwrut Hans Kelsen, semna norma hokum it merupakan suatu kesatvan
dengan struktur piramida, dan dasar legalitas dari suatu norma ada pada norma yang
lebih tinggi tingkatannya Norma yang paling tinggi adalah Ursprungsrorm atan
Grundrorm, kemudian Genrerallenorm, dan selanjutnya concretenorm. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada skema berikut : 8

Urpsprungnorm atau Grundnorm

Generallenorm

Contretenorm
Sedangkan Hans Nawiasky memerinci urutan norma hukum tersebut sebagai
berikut : %
(1) Staatsfundamentalrorm (norma fundamental negara) ;
(2) Staatsgrundgesetz (aturan dasar negara),
(3) Formell Gesetz (undang-undang “formal”);
(4) Verordnung & Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom).
Berdasarkan Stufenbautheorie tersebut norma yang tertinggi sampai dengan

yang terendah merupakan safu kesatuan yang teratur, tersusun secara logis dan tidak

®%) Amiroedin Sjarif, Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya, Rineke Cipta,
Jakarta, 1997, hlm. 10-13,
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ada pertentangan atau kontradiksi, sehingga merupakan bangunan bertangga-tangga
yang logis, dimulai dari norma yang tertinggi, turun secara bertingkat sampai ke
norna yané paling rendsh. Norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh
bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya ®2.

Tingkatan produk perundang-undangan itu pada dasamnya ditentukan oleh
kedudukan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menghasilkannya. Lembaga
yang tingkatannya lebih tinggi akan menghasilkan produk perundang-undangan yang
tingkatannya lebih tinggi pula dibandingkan dengan produk perundang-undangan
yang dihasilkan oleh lembaga yang lebih rendah. Bagi Indonesia tingkatan atau
hierarhkei perundang-undangan tersebut telah ditetapkan dalam Tap. MPR. No.
II/MPR/2000 dengan urut-urutan sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Dasar Th. 1945.

(2) Keketapan MPRRI,

{3) Undang-Undang,

(4) Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (PERPU).
(5) Peraturan Pemerintah.

{6) Keputusan Presiden.

(7) Peraturan Daerah.

Jika urutan pernndang-undangan tersebut dipergunakan untuk mengkaji
~ produk perundang-undangan di bidang perpajakan (khususnya dalam resfrukturisasi

perusahaan), maka dapat disusun dalam tingkatan sbb.:

€6) 11ans Nawiasky dalarn Maria Farida Indrati Soeprapto, Iimu Perundang-Undangan, Dasar-Daser
dan Pembernitukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, him, 27.

7 pmiroedin §jarif, Perundang-Undangan, dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya, Rineke Cipta,
Jakarta, 1997, hlm. 10-13.




(1) Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 23 Ayat 2).

{2) Undang-Undang No. 8, 9, 10, 11, 12 Tahun 1994, dan Undang-Undang No. 21
Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16, 17, 18,
dan 20 Tahun 2000.

(3) Peraturan Pemerintah.

(4) Keputusan Presiden.

(5) Keputusan Menteri Keuangan.

(6) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

(7) Surat Edaran Dirjen. Pajak.

Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mémbawa konsekuensi
bahwa peraturan perundangan yang tingkatannya lebih rendah -tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundangan yang tingkatannya lebih 'tihggi Apabila
materi peraturan perundangan yang tingkatannya lebih rendah bertentangan dengan
materi peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, maka peraturan perundangan yang
tingkatannya lebih rendah tadi pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum (Jex superior derogat lege infériori) ¥ . Hal ini menimbulkan
dasar sinkronisasi produk bukum yang sifatya vertikal.

Sedangkan apabila yang bertentangan itu antara peraturan perundangan yang
tingkat serta derajatnya sama, maka pada prinsipnya peraturan yang lebih muda yang
dimenangkan, artinya yang diberlakukan (lex posterior derogat lege priori) ¥

Henry Campbell Black memberikan pengertian sbb. : ¥ «Alatter statute takes

%) Soehino, Hukum Tata Negara : Teknik Perundang-Undangan, Liberty, Yogys:karté, 1984, him.
Q.

® Ibid., him. 10.

%) Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St Paul Minn @ West
Publishing Co., US4, 1990, him, 1057.
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away the effect of prior one, but the latter statute must either expressly repeal, or
manifestly repugnant to the either one”. Keadaan ini melahirkan prinsip
sinkronisasi secara horisontal, artinya dengan prinsip tersebut akan memberikan
kepastian hukum produk hukum mana yang secara empiris akan diberlakukan dalam
masyarakat pada saat tertentu.

Dengan bertitik tolak pada dua prinsip tersebut fokus kajian tesis ini akan

dianalisis secara sinkronik.

4. Implementasi Kebijaksanaan Publik.

Implementasi kebijaksanaan bukan hanya sekedar mekanisme penjabaran
keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran
birokrasi, melainkan lebih dari itw, yaita menyangkut masalah konflik, keputusan,
dan siapa yang memperoleh manfaat dari kebijaksanaan tersebut 9 Oleh karena
ita tidak salah jika Udoji mengatakan bahwa implementasi kebijaksanaan
merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan, bahkan lebih
penting dari pada pembuatannya.

Suatu kebijaksanaan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak
berwenang, maka kebijaksanaan fersebut telsh siap untuk diimplementasikan.
Beberapa kebijakan bersifat “self executing”, artinya dengan dirumuskannya
kebijaksanaan itu (dengan sendirinya) kebijaksanaan itu terimplementasikan. Jumlah

kebijaksanaan ini tidak banyak, yang paling banyak adalah kebijaksanaan “zon self

1) Salichin Abdul Wehab, Op. Cit., him. 59,
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executing”, artinya kebijaksanann negara perlu diwujudken dan dilaksanakan oleh

berbagai pihak sehingga tampak efeknya 2,

Proscs implementasi kebijaksanaan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan

kebijaksanaan telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan

dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijaksanaan tersebut =

Mazmanian dan Sabatier merumuskan implementasi kebijaksanaan sbb. ¥

“Implementation is carrying out of a basic policy decision, usually
incorporated in a statute but wich can also take the form of
important executive orders or court decisions. ldeally, that
decisions identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the
objective(s) to be pursued, and in a vartety of ways, “structures”
the implementation process. The process normally runs through a
number of stages beginning with passage of the basic statute,
followed by the policy outputs (decisions) of implementing
agencies, the compliance of target groups with those decisions, the
actual impacts .. both intended and unintended .. of those
ourputs, the perceived impacts of agency decisions, the actual
impacts of agency decisions, and finally, important revisions {or

attempted revisions) in the basic statute”.

Dan suatu proses implementasi dapat digambarkan sbb. : e

Kebijaksana Proses
n Pelakganaan

Dampak
Segera
Kebijaksana

an

i

Dampalk
Akhir
Kebijakgana

an

Dari skema di atas terlihat bahwa proses implementasi kebijaksanaan

dimulai dengan suafu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan. Hasil proses

implementasi terdiri dari hasil kebijaksanaan yang segera atau disebut “policy

performance” dan akhimya dalam jangka waktu tertentu akan didapat hasil akhir

92) frfan Islami, Op. Cit., him. 102-106.
%3 Bambang Sunggono, Op. Cit,, him. 137,

%4} Daniel Mazmenian & Paul A Sabatier, Effective Policy Implementation, Lexington Mass DC.,

Heath, 1981, him. 68.
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yang disebut sebagai “policy cutcome” atau “policy impact”. Dengan sendirinya di
dalam hasil akhir tersebut termasuk juga hasil-hasil sampingan atan “policy
performance” yang diperoleh.

Menurut Hogwood dan Gunn sebagaimana dikutip oleh Solikhin Abdul
Wahab, untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan dengan sempurna (perfect
implementation), maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syaraf-syarat
tersebut adalah :*?

(1) Kondisi eksternal yang dibadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan

. menimbulkan gangguanvkendala yang serius.

(2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber dana yang culup
memadai.

(3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. |

(4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan
kausal yang andal,

(5) Hubungan kawsalitas bersifat langsung dan hanya sedikil mata rantai
penghubungnya.

(6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

(7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

{8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

(9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

(10)Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menunfut dan

mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

9 Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 137.
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Dalam implementasi kebijaksanaan banyak pihak-pihak yang terkait,
terutama eksekutit, birokrat, bﬁdan-badan pemerintah, anggota legislatif, yudikatif,
kelompok-kelompok kepentingan, dan warga negara. Untuk mencapai fujuan yang
telah ditetapkan dalam kebijaksanaan, para pelaksana kebijaksanaan dihadapkan
pada 2 {dua ) permasalahan , yaitu yang berkaitan dengan “lingkungan interaksi”
dan “administrasi program”. Suatu kebijaksanaan akan menjadi efektif apabila
diimplementasikan dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota-anggota
masyarakat. Dengan perkataan lain tindakan atan perbuatan manusia sebagai anggota
masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan pembuat kebijaksanaan.

Menurut Grindle, kegiatan-kegiatan implementasi kebijaksanaan dipengaruhi
oleh: ?

(1) isi kebijaksanaan, yang terkait dengan pihak-pihak yang Iképentingannya
dipengaruhi, jenis manfaat yang dapat diperoleh, jangkanan perubahan yang
diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana-pelaksana program, dan
sumber-sumber yang dapat disediakan.

(2) Konteks implementasi yang terkait dengan kekuasaan, kepentingan, dan strategi
dari para aktor yang terlibat, ciri-ciri kelembagaan dan rezim, serta konsistensi
dan daya tanggap.

Sedangkan menurut Surjono Soekanto dalam kaitannya dengan penggunaan

hukum sebagai instrumen kebijaksanaan, mengatakan bahwa supaya perafuran-

%) Hogwood dan Gunn dalam Solichin Abdul Wsahab, Op. Cit., him. 71-78,
% M3, Grindle, Politics and Policy Implementation in The Third Word, Princeton University
Pers, Princeton, 1980, hlm. 7.
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peraturan dapat berfungsi dengan baik diperlukan adanya keserasian 4 (empat)

uneur, yaitu : >

(1) Peraturan hukum itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya
ketidakcocokan-ketidakcocokan peraturan perundang-undangan  mengenai
bidang-bidang hukum tertentu, kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah
ketidakcocokan-ketidakcocokan aptara peraturan perundang-undangan dengan
hukum yang tidak tertulis atan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat, disb.

(2) Mentalitas petugas yang menerapkan hukum.’

Para petugas hukum secara (formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi,
penasihat/pembela hukum, dsb. harus memiliki mental yang baik dalam
melaksanakan (menerapkan) suatu perafuran perundang-undangan, sebab apabila
terjadi sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atay hambatan-
hambatan dalam sistem penegakan hukum.

(3) Fasifitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu perafuran hukum.
Apabila suatu peraturan perundang-undangan sudah baik, ditunjang oleh
mentalitas petugas pelaksana juga baik, namun (dalam ukuran-ukuran tertentu)
tidak ditunjang adanya/tersedianya fasilitas yang kurang memadai, maka juga
akan menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam

pelaksanaannya.

) Qoerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia,
Rajawali, Jakarta, 1982, him. 36.
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(4) Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran
hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti

yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

B. Kebijaksanaan Mengenai Restrukturisasi Pernsahaan.

Sejak tahun 1971 pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam
kebijaksanaan mengenai restrukturisasi perusshaan, khususnya pada sektor
perbankan. Berbagai kebijaksanaan tersebut antara lain adalah : &

1. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep. 614/MEK/1/8/1971, mengenai Pemberian
Kelonggaran Perpajakan Kepada Bank-Bank Swasta Nasional yang Melakukan
Penggabungan (Merger).

2. Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989

tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank.

led

Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/15/BPPP, tanggal 25 maret 1989 teatang
Peleburan Usaha dan penggabungan Usaha bagi Bank Umum Swsasta Nasional,
Bank Pembangunan, dan Bank Perkreditan Rakyat.
4, Uﬁdmlg-ledang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 28.
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari
1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi
Bank.

Berbagai macam kebijaksanaan mengenai restrukturisasi perusahaan

tergebut masih bersifat sektoral, baru pada tahun 1995 pemerintah membuat suatu

) Munir Fuady, Hukurn Bisnis Dalarn Teori dan Praktek, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1994, him. 39. Lihat Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, Citra Aditya Bakti,
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kebijaksanaan yang lebih komprehensif yang dituangkan dalam Undang-Undang No.

1 Th. 1995 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 102-109. Dan sebapgai

tindak lanjut dari Undang-Undang No. 1 Th.1995 tersebut pemerintah pada tanggal

24 Februari 1998 mengeluarkan peraturan No. 27 Th. 1998 tentang Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Latar belakang dikeluarkannya

peraturan tersebut adalah : 100

1. Keberadaan Perseroan Terbatag dalam duniaussha dan perdagangan sangat
penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan
pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus
globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin korapieks.

2. Menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien agar Perseroan Terbatas dapat
tumbuh dan berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan dunia
usaha.

Undang-Undang No. 1 Th. 1995 (khususnya Pasal 102-109) dan PP No. 27

Th. 1998 memberi 3 kemungkinan perusshaan (Perseroan Terbatas) untuk

melakukan restrukturisasi, yaitu :

1. Penggabungan/merger.

2. Peleburan/konsolidasi.

3. Pengambilalihan/akuisisi.

Pasal 102 UUPT menentukan bahwa : safu perseroan atau lebih dapat

menggabungkan diri menjadi safu dengan perseroan yang telah ada Sedangkan

Bandung, 1999, him. 22. Lihat juga Sri Rejeki Hartono, Kapita Selekia Hukum Ekonomi,
Ifandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 36

100) + 3T Kansil & Christine S.T. Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan, Pradnya
Pararnita, Jakarta, 2000, hlm. 215,
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menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 27 Th. 1998, penggabungan adalah perbuatan hulum
yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan
perseroan vang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri
menjadi bubar. |

Pasal 102 UUPT juga menentukan bahwa : satn perseroan atan lebih dapat
meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru. Sedangkan
menurut Pasal 1 butir 2 PP No. 27 Th. 1998 peleburan adalah perbuatan hulum yang
dilakukan oleh dua perseroan atan lebih untuk meleburkan diri dengan cara
membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri
menjadi bubar.

Pasal 103 UUPT menentukan bahwa pengambilalihan perseroan dapat
ditakukan oleh badan hukum atan perseorangan, dan dapat dilakukan melatui
pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 1
butir 3 PP. No. 27 Th. 1998 pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh badan hukum atan orang-perseorangan untuk mengambilalih baik
seluruh atan sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihuya
pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Berdasarkan batasan dari kedua peraturan tersebut dengan jelas dapat
diketahui bahwa cara menuju pada restrukturisasi pernsahaan baik dengan cara
penggabungan/merger, peleburan/konsolidasi, maupun pengambilalihan/akuisisi
adalah merupakan transaksi ekonomi yang dapat memberikan tambahan kemampuan
ekonomis para pelakinya Tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat

menimbulkan konsekuensi perpajakan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan
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berbagai macam kebijaksanaan perpajakan mengenai restrukturisasi perusahaan

vang secara formal dituangkan dalam undang-undang perpajakan tahun 1994

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang perpajakan tahun 2000.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut terdapat dalam :

1. Pasal 4 Ayat (1) huruf d angka 3 UU No. 10 Th. 1994, isinya

“Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia manpun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun,
termasuk : keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha”.

Dengan dikeluarkannya UU No. 17 Th. 2000 ketentuan ini masih berlaku.
2. Pasal 10 Ayat (3) UU No. 10 Th. 1994, menentukan bahwa :

“Nilai perolehan, atan pengalihan harta yang dialihkan daiam rangka
likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau
pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan
atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh
Menteri keuangan”.

Dengan dikeluarkannya UU No. 17 Th. 2000 ketentuan ini masih tetap berlaku.

3. Pasal 1 huruf d angka 2 hurufd :

“Dalam Undang-undang ini yang tidak termasuk dalam pengertian
penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan Barang Kena
Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atan penggabungan
usaha atan pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang ditkuti dengan
perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak”.

Dengan diketuarkannya UU No. 18 Th. 2000 ketentuan ini masih tetap berlaku.
4. Pasal 9 Ayat (14) UU No. 11 Th. 1994 yang mengatur bahwa :
““Apabila terjadi perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha
atan pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang didikuti dengan
perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak, maka .

(a) Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan yang
dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
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perubahan bentuk usaha atan oleh Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penggabungan usaha atau oleh Pengusaha Kena Pajak
yang mengalihkan seluruh aktiva perusahaan, tetap dapat
dikreditkan dan tidak harus dibayar kembali oleh Pengusaha
Kena Pajak tersebut;

(b) Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan
belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak lama, dapat
dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang baru, sepanjang
Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya perubahan bentuk
usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva
perusahaan”,

Dengan dikeluarkannya UU No. 18 Th. 2000 ketentuan ini sekarang tidak berlaku
lagi.
5. Pasal 31 B UU No. 17 Th. 2000 yang menyatakan :

“Wajib pajak yang melakukan transaksi utang usaha melalui lsmbaga

khusus yang dibentuk Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak

yang bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupun jenisnya

berupa keringanan Pajak Penghasilan yang terutang atas :

a pembebasan utang;

b. pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang;

¢. perubzhan utang menjadi penyertaan usaha

Fasilitas pajak sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan

Peraturan pemerintal”.

C. Restrukturisasi Sektor Perbankan.

Khusus pada sektor perbankan alasan utama mengapa bank melakukan
restrulturisasi adalah sama dengan perusshaan-perusahaan lain, yaitu untuk
memperbaiki kinerja perusahaan, hanya bagi bank tuntutan untuk memperbaiki
kinerja tersebut sangat berat. Hal ini disebabkan karena bank sebagai pengelola
dana masyarakat sangat dituntut untuk berhati-hati (prudent banking) dalam
melakukan bisnisnya. Agar terpenuhi prudent banking ini, Bank Sentral perlu

mengawasi secara ketat jalannya bisnis perbankan uniuk masing-masing bank.
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Auntara lain dengan pembebanan beberapa kewajiban dan kriteria yang harus selalu
dipenuhi oleh pihak bank.
Untuk menjaga bank agar selalu sehat ditetapkan kriteria-kriteria tertentu,
yang terpenting adalah sbb : 100
(1) Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atan sering pula disebut
dengan Legal Lending Limit (31), yaitu larangan memberi kredit
untuk perusahaan-perusahaan terafiliasi (satu kelompek dengan bank
tersebut) melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan, yang saat
ini batas maksimum tersebut ﬁ;dalah 20% dari modal setor.
(2) Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity (CAMEL),
yang dalam hal ini dihitung dalam prosentase.
{3) Kecukupan Penyertaan Modal Minimum atan yang séring disebut
Capital Adequate Ratio (CAR), yang terus ditingkatkan dari tahun
ke tahun, yaitu 8 % (dihitung dari ATMR = Aktive Tertimbang
Menurut Ratio) dan terus dinaikkan. Misalnya ada ketentuan dari
Bank Indonesia yang mengharuskan bank devisa mencapai CAR 12
% di tahun 2001.
(4) Perbandingan Pinjaman terhadap Simpanan atau yang sering disebut
dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), yang dalam hal ini ditetapkan
110 %.
(5) Kualitas Aktiva Produktif (KAP).

(6) Posisi Deviga Netto (PDN).

) Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 175-176.
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{7) Margin Trading Limits (MTL), yaitu adanya batasan tertentu
(ceiling) dalam hal bank melakukan kegiatan margin trading.

(8) Kewajiban modal setor menjadi Rp. 50 miliar bagi bank umum non
devisa dan Rp. 150 miliar bagi bank devisa.

(9) Kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) atay Reserve
Requirement (RR) sebesar 5 % dari total dana pihak ketiga yang
dihimpun, |

(10)Margin Pendapatan Bunga Bersih (NIM).

(11)Return on Average Assets (ROA).

{(12)Return on Average Equity (RAE).

(13)Debt to Equity Ratio (DER).

(14)Kemampuan untuk melunasi hutang (WCR= Workin C'@imi Ratio).

Dari berbagai, kriteria, kewajiban dan larangan terhadap bank seperti
tersebut di atas, maka jelas kelihatan tidak mudah untuk suatu bank mendapat
penilaian sehat dari Bank Sentral. Karena itu agar kewajiban-kewajiban tersebut
dapat dicapai, salah satu upaya adalah dengan melakukan restrukturisasi.

Restrukturisasi sektor perbankan ini dasar hukumnya disamping UU. No. 1
Th. 1993 dan PP. No. 27 Th. 1998 adalah :

(1) UU. No. 10 Th. 1998 tentang Perbankan Pasal 28.

(2) PP. No. 28 Th. 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

(3) SK. Direksi BL No.32/51/KEP./DIR. Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Merger, Kongolidasi, dan Akuisisi Bank Umum.

{4) SK. Direksi BL No. 32/52/KEP./DIR. Tanggal 14 Mei 1999 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR.




Berdasarkan peratwan hukum tersebut di atas restrukiurisasi perbankan
dapat difakukan dengan cara merger, konsolidasi, atau akuisisi. Yang dimaksud
dengan merger adalah penggabungan 2 (dua) bank atau lebih dengan cara tetap
mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya
dengan atan tanpa melikuidasi. Sedangkan konsolidasi adalah penggabungan 2 {dua)
bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank
bank-bank tersebut dengan atan tanpa melikuidasi. Dan akuisisi adaiah
pengambilalihan  kepemilikan suvatu bank yang mengakibatken beralihnya
pengendalian terhadap bank..
yang bersanghutan, permintaan Bank Indonesia, atau atas inisiatif badan khusus
(Pasal 3 PP. No. 28 Th. 1999 dan Pasal 2 SK. Direksi BI No. SIZ}SZfKEP/DIR
Tanggal 14 Mei 1999 ). Restrukturisasi yang dilakukan atas inisiatif bank yang
bersangkutan atau afas inisiafif badan khusus, wajib terlebih dahulu memperoleh
ijin dari pimpinan Bank Indonesia (Pasal 4 PP. No. 28 Th. 1999 dan Pasal 2 SK.
Direksi Bl No. 32/51/KEP./DIR. Tanggal 14 Mei 1999).

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dapat
dimintakan ijin merger atan konsolidasi kepada Bank Indonesia adalah sbb. :

(1) Persetujuan merger atau konsolidasi dari Rapat Umum Pemegang Saham dari
masing-masing perusahaan yang akan merger atan konsolidasi.

(2) Pada saat terjadinya merger atau konsolidasi, maka jumlah aktiva bank hasil
merger atau kongolidasi tidak melebihi 20 % dari jumlah aktiva seluruh bank di
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(3} Bank hasil merger atau konsolidasi harus memenuhi ratio kecukupan modal yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(4) Direksi dan komisaris dari bank hasil merger atan konsolidasi tidak boleh
masuk ke dalam daftar orang tercela (harug lulus fit ang proper test).

(lihat Pasal 8 PP. No. 28 Th. 1999 dan Pasal 4 SK. Direksi BL No.
32/51/KEP./DIR. Tanggal 14 Mei 1999).
Sedangkan persyaratan-persyaratan akuisisi adalah sebagai berikut :

(1) Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari bank yang
Akan diakuisisi.

(2) Pihak yang melakukan skuisisi memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesta yang
mengatur kepemilikan bank.

(3) Apabila bank yang diakuisisi terdaftar di pasar modal, maka wajib dipenuhi
ketentuan pasar penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang ssham
tertentu. (lihat Pasal 7 Ayat (1), Pasal 10 huruf a PP No. 28 Th 1999, dan Pasal
20 SK. Direksi BL No. 32/51/KEP./DIR. Tanggal 14 Mei 1999).

Jjin merger, konsolidasi atau akuisisi diajukan kepada Bank Indonesia

getelah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham wntuk

melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi dan satu tembusan dari permohonan
ijin merger, konsolidasi atan akuisisi tersebut dikirim ke Menteri Kehakiman.
Disamping itu bersamaan dengan ijin merger, konsolidasi, atau akuisisi diajukan
pula permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil merger,
kongolidasi, atau akuisisi kepada Menteri Kehakiman. Bersama dengan permohonan

persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil merger, konsolidasi, atan akuisisi
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ditampirkan pula akta perubahan anggaran dasar dan akta merger, kousolidasi, atau
akuigisi.

Di samping itu permohonan ijin merger, konsolidasi, atau akuisisi kepada
Bank Indonesia juga diajukan dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar
dan akta merger, konsolidasi, atau akuisisi.

Selanjutnya Bank Indonesia selaku Bank pemberi ijin harus sudah memberi
ijin merger, konsolidasi, atan akuisisi kepada bank yang akan melakukan merger,
konsolidasi, atan akuisisi dalam wakin paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
permohonan diterima secara lengkap. Dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hart tersebut Bank Indonesia belum memberikan tanggapan atas permohonan
ijin merger, konsolidasi, atan akuisisi tersebut, maka Bank Indonesia secara hulum
telah dianggap memberikan permohonan ijin merger, konsolidasi, atan akuisisi yang
bersangkutan.

Penolakan atan persetujuan Menteri Kehakiman aftas permohonan
persetujuan merger, konsolidasi, atan akuisisi tersebut harus diberikan oleh
Menteri Kehakiman dalam jangka wakt paling lama 14 (empat belas) hari setelah
diperolehnya ijin merger, konsolidasi atau akuisisi dari Bank Indonesia.
Selanjutnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak akta perubahan
anggaran dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, direksi bank hasil
merger, konsolidasi, atau akuisisi wajib mendaftarkan akta perubahan anggaran
dasar dalam daftar perusahaan dan mengumumkannya dalam tambahan berita negara
Republik Indonesia (lihat Pasgal 7 Ayat (1), Pasal 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, dan 33
PP. No. 28 Th. 1999, serta Pasal 10, 11, 12, 25, 26, 27 SK Direksi BI No.

32/51/KEP/DIR. Tanggal 14 Mei 1999).
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Akan tetapi dalam hal perubahan anggaran dasar hasil merger atau akuisisi
tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka dalam jangka wakiu paliﬁg
lamald (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham, direksi
bank hasil merger atau akuigisi wajib melaporkan akta merger afau akuisisi dan akta
perubahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman Dalam hal im1 Menteri
Kehakiman hanya dapat mengeluarkan surat tanda penerimaan pelaporan setelah
diperolehnya ijin merger atan akuigisi dari Bank Indonesia.

Selanjutnya bank hasil merger atan akuisisi dalam jangka waktu paling lama
30 {tiga puluh) hari terhitung sejak penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman
tersebut wajib mendaftarkan akta merger atau akuisisi dan akta perubahan anggaran
dasar dalam daftar perusahaan, serta mengumurmkan dalam Tambahan Berita Negara
{lihat Pasal 19 PP. No. 28 Th. 1999 dan Pasal 13 SK Direksi BI No.

32/51/KFEP./DIR. Tanggal 14 Mei 1999).

D. Kondisi Perbankan Saat Krisis Ekonomi. |

Sejak paket deregulasi tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 1988} diluncurkan,
ralusan bank-bank berdiri dengan cepat dan ribuan kantor dibuka '® . Seiring
dengan meningkatnya bank di Indonesia tidak diikuti dengan kinerja perbankan yang
sehat. Kebijaksanaan tersebut terlalu maju ke depan tanpa melihat kemampuan dan
kesiapan pelaku-pelaku ekonomi dan kondisi lingkungan bisnis yang sesunggubnya.
Lembaga kenangan didorong dengan pola kebijaksanaan yang sangat liberal untuk

masuk ke dalam pasar dengan kemampuan seadanya, baik modal, sumber daya

92) Dy da tabiun 1988 jurnlan Bark Uraurn di Indonesia 111 dengan 2022 kantor cabang, pada tahurn
1994 jumlahnya menjadi 239 dengan 18.000 kantor cabang, Sumber Julius R. Latumaerisa,
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manusia, infrastruktur kelembagaan pemerintah maupun pengawasan 2. Sehingea
dibalik bank-bank swasta yang mewah tersimpan berbagai macam persoalan,
pertama | kontro! dari Bank Indonesia yang lemah ményebabkan bank berjalan liar,
kedua : lemahnya pengelolaan menyebabkan sulitnya melahirkan bankir yang
profesional sehingga terjadi bajak-membajak tenaga bank yang profesional, ketiga :
penunjukan bankir yang kurang profesional dan proporsional sepertt orang yang
ditunjuk berasal dari pemilik bank sendiri atau sandara dari pemilik bank sendiri.
Dari persoalan ini kemudian menyebabkan terjadinya kucuran kredit bank yang

lebih besar dari BMPK yang diarahkan kepada kelompok sendiri untuk membiayai
bignis sendiri. Kemudian untuk menghindar dari tuduban telah mengeluarkan kredit
kepada kelompoknya sendiri dipergunakanlah taktik tertentu, seperti pemberian
kreditnya disamarkan meialui sejumlah nama-nama fiktif Tétapi karena
perhitungannya kurang matang akibatnya bisnis tersebut tidak menguntungkan dan
ditambah dengan tidak adanya dorongan untuk membenahinya karena uangnya
berasal dari banknyva sendiri, maka terjadilah kredit macet dalam jumlah yang besar
199 Sehingga ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997
peinerintah terpaksa melikuidasi 16 (enam belas) bank bermasalal yang diumumian
oleh Menteri Keunangan Mar'ie Muhammad dalam keputusannya tertanggal 1
November 1997, yaitu 103

(1) Bank Pinaesaan;

Mengena! Aspek-Aspek Operasi Bank Umum, Op. Cit., him. 7 dan Tony Prasetiantono, Keluar
Dyari Krisis, Analisis Ekonomi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlin. 198,

193 1yidik J. Rachbini, Op. Cit., him. 39.

%) Deni Almanda, Persoalan Di Seputer Likuidasi Bank, Berita Pgjak 1364, 1998, hlm. 47,

193) Munir Fuady, Bukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 31.
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(2)  Bank Industri;

(3) Anrico Bank Ltd,;

{4) Astria Raya Bank,

{5) Bank Andromeda;

(6) Bank Harapan Sentosa;

(7)  Bank Guna Internasional;
(8)  Sejahtera Bank Umum;

(9)  Bank Umum Majapahit Jaya,
(10) Bank Jakaria;

(11) Bank Kosagraha Semesta;
(12) Bank Mataram Dhanaarta;
(13)  South East Asia Bank;

(14) Bank Pasific;

(15) Bank Dwipa Semesta; dan
(16)  Bank Citrahasta Dhana Manunggal.

Akibat dari dilikuidasinya ke 16 bank tersebut masyarakat menjadi panik
karena khawatir uang mereka di bank alcan hilang, sehingga terjadi rush pada bank-
bank yang tidak terkena likuidasi. Untuk menenangkan masyarakat, pemerintah
melalui Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono pada tanggal 27 Januari
1998 mengumumkan bahwa semua simpanan nasabah bank dijamin, baik simpanan
nagabah bank swasta maupun bank pemerintah, kecuali cabang-cabang bank asing.
Pada saat itu juga pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) vang akan bertanggungjawab memperbaiki bank-bank yang saat itn dalam

kondisi tidak sehat dan tidak memiliki prospek untuk pulih.
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Kemudian tanggal 4 April 1998 pemerintah membelukan '% lagi 7 (tujul)
bank swasta nasional, yaitu : 1
(1) Bank Surya;
(2) Bank Subentra;
(3) Bank Istimarat;
(4) Bank Pelita;
(5) Bank Hokindo;
{6) Bank Deka, dan
(7) Bank Sentris.
Ketujuh bank tersebut dibekukan karena kinerjanya buruk, terutama karena
telah menggunakan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melebihi Sb() Y%
dari modal yang digetor, atau telah melebihi 75 % dari aset bank atau sama dengan
Rp. 2 trilyun.
Pemerintah mengambil tiga langkah penting terhadap tujuh bank bekm
operasi tersebut, yaitu
(1) Aset tjuh bank swasta tersebut dialihkan dari Badan Penyehatan Perbankan
Nasional Ke Asset Management Unit (AMU) dengan perincian tagihan pada
debitur sebesar Rp. 5,7 trilyun, dana sebesar Rp. 24 milyar dan aktiva tetap Rp.
160 milyar serta anak perusahaan tersebut tidak melaporkan pinjaman secara
akurat.

(2) Proses likuidasi bank-bank dilakikan segera setelah asetnya dipindahkan dari

199 Whid, him. 32. Setelah melikuidasi 16 bank, pemerintah tidak lagi menggunakan istilah
likuidasi, tetapi menggantikannya dengan istilah Bank Beku Operasi (BBO) atau Bank Take Over
{BTO) yang pada hakekatnya hampir sarma dengan pembekuan atan pengambilalihan bank vang
kernudian tentunya diikuti oleh likuidasi bank tersebut jika tidak dapat disehatkan.
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Badan Penyehatan Perbankan Nagional ke Asset Management Unit.
(3) Kasus perdata dan pidana berkaitan dengan bank tersebut akan diselesatkan
oleh instansi yang berwenang,

Selang beberapa wakin kemudian pemerintah juga membekukan 7 (tujuh)
bank swasta dan mengambilalih bank swasta tersebnt, yaitu : 109
{1) Bank Dagang Nasional Indonesia,

(2) Bank Central Asia;
(3) Bank Modern;

(4} Bank Umum Nasional;
{5) Bank Danamon;

{6) Bank PDFCT; dan

(7) Bank Tiara Asia.

Selanjutnya bank yang tidak sehat masuk dalam perawatan, dimana ke enam
bank swasta (tanpa Bank Ceniral Asia) operasi dan manajemennya diambilalih oleh
Badan Penvehatan Perbankan Nasional mulai 3 April 1998. Dan pada tanggal 21
Agustus 1998 dalam pengumuman yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang
Subianto, akhimya pemerintah membekukan operasi 3 (tiga) bank swasta nasional
tersebut, yaitu -

(1) Bank Umum Nasional;
(2) Bank Dagang Nasional Indonesia, dan

(3) Bank Modem.
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Sedangkan .empat bank swasta lainnya yaitu : Bank Central Asia, Bank
Danamon, Bank PDFCI, dan Bank Tiara dikuasai oleh pemerintah, Dalam rangka
restrukturisasi di bidang perbankﬁn tindak lanjut pemerintah dalam menyelesaikan
bank yang tidak sehat pada empat bank swasta tersebut adalah mewajibkan
pendiri/pemilik bank menyerahkan sejumlah dana dan aset yang mencukupi jumlah
kredit yang telah disalurkan kepada kelompok usahanya dan Banfuan Likuiditas
Bank Indonesia dengan batas wakfu sampai tanggal 21 September 1998. Dari
keempat bank swasta tersebut hanya Bank Central Asia yang telah bersedia untuk
menyelesaikan kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada Bank Indonesia
Sedangkan tiga bank lainnya diserahkan ke Bandan Penyehatan Perbankan Nasional
dengan persyaratan sebagai berikut :

(1) Bagi debitur bank yang dibekukan operasinya yang memfaunyaj jumlah
kredit dan berjalan lancar akan dihubungi Badan Penyehatan Perbankan
Nasgional sehingga kelancaran usshanya dapat terjamin.

(2) Debitur vyang bermasalah dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan
Nasional divpayakan penyelesatan lebih lanjut sehingga diuszhakan menjadi
lancar.

Pada tanggal 30 September 1998 pemerintah menetapkan ketentuan tentang
program rekapitalisasi dalam rangka penyehatan perbankan. Program ini
diberlakukan bagi semua bank termasuk bank-bank vyang dirangani Badan
Penyehatan Perbankan Nasional. Untuk men